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IKHTISAR EKSEKUTIF
(EXCECUTIVE SUMMARY)

Mengacu kepada Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 233 ; 2, selain memenuhi kompetensi
manajerial, kompetensi teknis dan sosio kultural, Aparetur Sipil Negara
harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Berdasarkan realisasi capaian
kegiatan tahun 2018 s.d 2021 di PPSDM Regional Bukittinggi, masih belum
ada kegiatan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang berkaitan
langsung dengan pengembangan kompetensi pemerintahan. Ini juga
menjadi perhatian bagi bagi Kementerian Dalam Negeri khususnya Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan UPT-nya untuk lebih serius

merancang dan melaksanakan pengembangan kompetensi pemerintahan.

Proyek  Perubahan  “Strategi Pengembangan  Kompetesi
Pemerintahan Aparatur Sipil Negara melalui Literasi Digital pada Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi” merupakan
langkah-langkah  strategis yang dilakukan untuk mewujudkan

pengembangan kompetensi pemerintahan ideal.

Implementasi Proyek Perubahan ini melaksanakan target yang telah
direncanakan pada milestone jangka pendek melalui inovasi dengan

tahapan kegiatan berupa:

1. Membangun Komitmen Proyek Perubahan;

2. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan;

3. Melaksanakan Focus Group Discussion dengan stakeholders wilayah
kerja terpilih;

4. Menyiapkan disain pengembangan kompetensi pemerintahan melalui
Literasi berbasis digital; dan

5. Melaksanakan Literasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

berbasis digital.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pada milestone jangka

pendek antara lain:

1. Terbentuknya komitmen antara para stakeholder baik internal maupun
ekternal untuk mendukung terlaksananya pengembangan kompetensi
pemerintahan bagi para Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja
PPSDM Regional Bukittinggi Kemendagri.
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2. Terbentuknya tim efektif proyek perubahan yang dibagi dalam 2
kelompok tim yaitu; 1) Tim Teknis Pelaksanaan Strategi Pengembangan
Kompetensi Pemerintahan bagi ASN melalui Literasi berbasis Digital

dan 2) Tim Penyusun Materi Pembelajaran Literasi Pemerintahan

3. Terlaksananya kegiatan Focus Group Discussion yang dihadiri oleh 25
dari 42 orang narasumber yang diundang yang terdiri dari Sekretaris
Daerah dan Kepala BKPSDM di Instansi Pemerintah se-Sematera Barat.
Sedangkan yang menjadi Narasumber utama kegiatan FGD adalah
Walikota Solok dan Kepala BPSDM Kemendagri.

4. Terbuatnya konten pembelajaran yang akan diakses pada Learning
Management System dan ditayangkan pada kegiatan Literasi

Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital.

5. Terlaksananya kegiatan Literasi Pengembangan Kompetensi

Pemerintahan dengan keikutsertaan peserta sebagai berikut:
a. Jumlah Peserta registrasi LMS sebanyak 1224
b. Jumlah Peserta berhasil Login LMS sebanyak 881

c. Jumlah Peserta mengikuti Literasi Kompetensi Pemerintahan secara

synchronous sebanyak 467
d. Jumlah Peserta yang berhak mendapatkan Sertifikat 383 orang.

Peserta pelatihan secara pengetahuan menunjukkan peningkatan
sebesar 7.45 poin dari skor rata-rata tes kemampuan awal sebesar 72, 55

menjadi 80 pada rata-rata Skor tes kemampuan akhir.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahapan jangka pendek, dinilai
berhasil mewujudkan langkah awal yang menjanjikan dalam pencapaian
peningkatan kompetensi pemerintahan di daerah khususnya wilayah kerja
PPSDM Regional Bukittinggi. Strategi dengan pembentukan forum Focus Group
Discussion memiliki peran yang sangat besar terhadap penyamaan persepsi
para stakeholder eksternal terkait pentingnya pelaksanaan pengembangan
kompetensi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Daerah.
Kedepannya, keterlibatan stakeholder eksternal pun akan terus dipertahankan
agar PPSDM Regional Bukittinggi dapat menjalin Kerjasama dalam
peningkatan kompetensi pemerintahan bagi para ASN di instansi daerah.

Strategi Pengembangan Kompetesi Pemerintahan Aparatur Sipil Negara
akan terus disempurnakan pada tahapan jangka menengah dan jangka panjang
dengan target akhir terlaksananya penyebarluasan literasi kompetensi

Pemerintahan kepada ASN Seluruh Indonesia.
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BABI
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Deskripsi Proyek Perubahan

Proyek Perubahan “Strategi Pengembangan Kompetesi Pemerintahan
Aparatur Sipil Negara Melalui Literasi Digital pada Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi” merupakan langkah-langkah
strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan pengembangan kompetensi
pemerintahan ideal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta
beberapa aturan-aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Menteri. Dengan adanya proyek perubahan ini, diharapkan
pengembangan kompetensi pemerintahan bagi aparatur pemerintah pada
pemerintahan daerah semakin mendorong bagi penyelenggara pemerintahan
untuk semakin menguasai kompetensi pemerintahan sehingga memberikan
dampak kepada pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan
harapan. Karena pemangku kepentingan yang berada wilayah kerja Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi
cukup besar dari segi jumlah dan sebaran wilayah, diharapkan produk dari
proyek perubahan ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi
permasalahan dan kendala-kendala yang selama ini dihadapi, khususnya
terkait kemampuan aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pemerintahan
pada level pemerintah daerah. Pengembangan kompetensi pemerintahan
melalui literasi berbasis digital akan menjadi hal yang mendasari Proyek
Perubahan ini, dan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi dan informasi
sebagai inovasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait

kompetensi dan intergritasnya.

1
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B. Latar Belakang
1. Urgensi

Sebagaimana diketahui bersama bahwa persaingan global
memberikan tekanan untuk selalu produktif untuk dapat bertahan dan era
globalisasi yang merupakan era tanpa batas disertai dengan persaingan
yang ketat, berat, cepat dan rumit, memberikan dampak yang nyata kepada
seluruh sector kehidupan di dunia. Hal ini hanya dapat diatasi dengan
strategi tepat oleh manusia yang berkualitas dengan strategi yang efisien,
efektif dan produktivitasnya berhasil dalam persaingan global. Strategi
yang harus dilakukan dapat berupa menerapkan fungsi-fungsi manajemen
pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk menyelesaikan

permasalahan dan menjawab isu-isu strategis lainnya.

Dalam hal pengembangan kompetensi aparatur sipil negara terdapat
beberapa tantangan dalam rangka mewujudkan komponen kompetensi
aparatur sipil negara yang profesional dan berkualitas sesuai konsep yang
disampaikan sebelumnya. Tantangan tersebut berupa kesempatan untuk
mengikuti pengembangan kompetensi yang terbatas, perencanaan dan
penganggaran, disain pengembangan kompetensi yang belum sesuai target
dan dan hasil (competency mismatch). Mengacu kepada Undang-Undang No
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 233 ; 2, selain
memenuhi kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan sosio kultural,
harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Selanjutnya bahwa aparatur
sipil negara harus memiliki 4 (empat) kompetensi dalam mendukung tugas
pokok dan jabatannya selaku penyelenggara birokrasi. Kompetensi tersebut
berupa kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial
kultural serta kompetensi pemerintahan. Kemudian merujuk kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang
Kompetensi Pemerintah dijelaskan bahwa kompetensi pemerintahan
adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai

Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas

2
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pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan
Kemendagri dan Pemda secara professional. Selanjutnya juga ditegaskan
bahwa kompetensi pemerintahan diwujudkan ke dalam penguasaan
standar kompetensi itu sendiri dengan melakukan uji kompetensi bagi
pegawai aparatur sipil negara.

Selaku penyelenggara pemerintahan, aparatur sipil negara didorong
untuk menguasai kompetensi pemerintahan yang meliputi tujuh komponen
utama yaitu memahami kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat
dan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta etika pemerintahan. Dengan
demikian aparatur pemerintahan didorong dan diarahkan untuk selalu
mengembangkan kompetensi pemerintahan dalam bentuk apapun. Konsep
pengembangan kompetensi pemerintahan dapat dilakukan dengan
berbagai strategi untuk menjawab tantangan diatas salah satunya dengan
melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri juga dijelaskan bahwa pelatihan ini
merupakan jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus
kompetensi pemerintahan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Administrator, dan Pengawas yang diselenggarakan secara berjenjang
untuk memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan dalam negeri pada
setiap jenjang organisasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya kebijakan tentang
pengembangan kompetensi pemerintahan tersebut masih ditemui kendala-
kendala dalam implementasinya di lapangan. Kendala tersebut berupa
political will dari pengambilan kebijakan yang masih terbatas pentingnya
penguasaan kompetensi pemeritahan, hal ini juga disebabkan oleh
pelatihan ini bukan menjadi prioritas untuk dilaksanakan dan diikuti oleh
pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pengembangan kompetensi pegawai ASN merupakan isu strategis

dalam penningkatan kapasitas aparatur sipil negara untuk menjawab
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tantangan masa depan dapat berupa overstaff dan understaff, budaya kerja
dan produktivitas yang rendah, belum menjiwai profesi sebagai Aparatur
Sipil Negara, penempatan dan pengangkatan dalam jabatan belum
berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, kesempatan untuk
mengembangkan diri masih terbatas, pengembangan kompetensi belum
sesuai tugas pokok dan jabatan, masih rendahnya tingkat literasi aparatur
sipil negara terutama literasi pemerintahan.

Dilansir dari wikipedia, istilah literasi dalam bahasa latin disebut
sebagai literatus, yang berarti orang yang belajar. Secara garis besar, literasi
sendiri ialah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan
keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung,
juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata
lain, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam
berbahasa, mengutip pada buku yang ditulis oleh Ni Nyoman Padmadewi
dan Luh Putu Artini, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan berbahasa
mencakup kemampuan dalam menulis, berbicara, menyimak, dan
kemampuan berpikir lainnya. Konsep dasar dari literasi berupa literasi baca
tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi
budaya dan kewargaan. Pengertian pemerintah dapat dijelaskan dalam arti
sempit, yaitu suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan
tersendiri untuk mengelola, serta mengatur jalannya suatu sistem
pemerintahan di suatu negara. Sedangkan pemerintahan organisasi bagi
orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengatur urusan
negara. Bisa juga pemerintahan diartikan sebagai seseorang atau beberapa
orang yang terpilih untuk memimpin suatu tempat dalam jangka waktu
tertentu. Literasi pemerintahan dapat diartikan yaitu kemampuan dari
aparatur pemerintah dalam menjelaskan dan memahami kebijakan-kebijakan
dalam mengelola, mengatur jalannya system pemerintahan. Literasi
pemerintahan merupakan suatu yang harus dipahami oleh aparatur yang
menjalan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan, hal ini juga
berhubungan dengan beberapa kompetensi pemerintahan yang harus

dikuasai dan dipahami oleh aparatur.
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Dalam menjalankan tugas pokok sebagai lembaga pendidikan dan
pelatihan yang melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur sipil
Negara, Pusat Pengembanga Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI
Regional Bukittinggi masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan
sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai
penyelenggara pengembanagn kompetensi, khusus untuk pengembangan
kompetensi pemerintahan. Berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan
yang sudah dilaksanakan dari tahun 2018 sampai 2021 ini. Beberapa masalah
yang sering dihadapi saat pra dan pelaksanaan kegiatan pelatihan, yang
menjadi perhatian adalah pelaksanaan fungsi pelaksanaan pengembangan
kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri dimana belum
sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan yang sudah ada. Dalam hal
menjalankan fungsi sebagai pelaksanan pengembangan kompetensi
pemerintahan, kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan belum
bisa dilaksanakan sesuai kentetuan yang ada. Dari realisasi kegiatan yang
sudah dilaksanakan belum ada kegiatan pengembangan kompetensi

aparatur bidang pemerintahan, sebagai mana terlihat pada data berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018 - 2021

2018 2019 2020 2021
No Kegiatan Angk | Alumni | Angk | Alumni | Angk | Alum | Angk | Alumni
ni

1 Pendidikan dan Pelatihan 12 469 5 201 3 81 1 40
Prajabatan

2 Pelatihan Dasar CPNS 11 432 79 2.741 16 618 45 1.793

3 Pelatihan Kepemimpinan 7 258 6 201 0 0 3 90
Pengawas/Diklatpim TK IV

4 | Pelatihan Kepemimpinan 4 154 4 152 0 0 4 155
Administrator/Diklatpim
TK III

5 Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0 0 2 60 4 135
P2UPD

6 Pendidikan dan Pelatihan 2 59 4 120 0 0 4 120
Teknis Prioritas Nasional

7 Pendidikan dan Pelatihan 2 58 0 0 0 0 0 0
Teknis Lainnya

8 | Orientasi Anggota DPRD 0 0 4 240 0 0 0 0
Jumlah 38 1.430 102 3.655 21 759 61 2.333

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa, selama beberapa tahun
belakangan kegiatan yang dilaksanakan masih belum ada kegiatan

pengembanagn kompetensi pegawai ASN yang berkaitan langsung
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dengan pengembangan kompetensi pemerintahan. Ini juga menjadi
perhatian bagi bagi Kementerian Dalam Negeri khusu Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan UPT-nya untuk lebih serius
merancangn  dan  melaksanakan = pengembangan  kompetensi
pemerintahan.

Kemudian, dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil
negara pada masa era transformasi digital dan era revolusi industry 4.0
sekarang ini harus sejalan dengan strategi pembangunan aparatur sipil
negara ke depan dalam mewujudkan SMART ASN. Dalam konsep
SMART ASN juga dijelaskan ruang lingkupnya yaitu literasi digital
dalam berbagai hal. Ada empat ruang lingkup literasi digital yaitu digital
skill, digital culture, digital ethic dan digital safety. Dengan adanya acuan
literasi digital tersebut kepada ASN didorong untuk menyesuaikan
implementasinya di setiap lini penyelenggara birokrasi tidak terkecuali
dalam pengembangan kompentensi. Pengembangan kompetensi pada
saat sekrang tidak lagi dilaksanakan secara konvensional tapi sudah
beralih dari metode pengembangan secara hybrid dengan pemanfaatan
teknologi  informasi. Metode penyelenggaraan pengembangan
kompetensi dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) melalui
platform wvideo conference. Konsep penyelenggaraan pengembangan
kompetensi pemerintah melalui literasi digital juga mengadopsi dengan
konsep penggunaan platform video conference.

Melalui pengembangan kompetensi pemerintahan berbasis
literasi digital nantinya, berbagai kebijakan bidang pemerintahan mulai
dari level pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diterjemahkan
dengan baik. Ini didukung dengan kompetensi aparatur menguasai
kompetensi-kompetensi ~ pemerintahan.  Melalui  pengembangan
kompetensi dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas
dan berdaya guna dan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Suatu
organisasi akan mencapai kualitas terbaiknya jika diperkuat oleh sumber
daya yang berkualitas, visioner dan mampu menyelesaikan masalahnya

(Sedarmayanti dkk, Tata Kelola Organisasi Dinamis, hal 341). Kemudian

6

iﬁ http://ppsdmbukiitinggikemendagrigo.id/ ﬁ@ppsdmregbukittinggi 0 BerAKHLAK

SoiaAnrid sy e, sheriagad e
Vermorés i Adagtd e

>

LANRI

MAKARTI BHAKTI NAGARI

F
melayani
bangsa



pembangunan modal manusia (human capital) yang efektif dapat
dilakukan melalui investasi dengan senantiasa memperbaharui strategi
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pengembangan
kompetensi tepat sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan era
digitilisasi. Secara konseptual, aparatur yang berpendidikan dan
berpengetahuan memiliki kompetensi yang memadai, lebih mampu

memecahkan masalah sendiri.

. Penelitian Kepustakaan

Sumber daya manusia merupakan factor yang paling penting dan
paling menentukan dalam setiap organisasi. Sumber daya manusia
merupakan penentu jalan-tidaknya ataupun maju mundurnya
organisasi. Sebaik apapun system yang telah disusun atau dilengkapi
dan apapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam organisasi, tanpa
didukung oleh keberadaan sumberdaya manusia yang memiliki
kemampuan yang memadai, maka berbagai kelengkapan tersebut tidak
akan berarti banyak bagi keberadaan organisasi. Dengan sumberdaya
manusia pula, sistem sarana dan prasarana yang ada dalam organisasi
dapat terus disempurnakan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan
bagi percepatan penyelesaian tugas. Oleh karena itu, suatu organisasi
harus memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan organisasi. Dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 (pasal 70) ditegaskan : (1) setiap pegawai ASN
memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi, antara
lain melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), kursus, seminar, dan
penataran; (2) Dalam pengembangan kompetensi setiap Instansi
Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi
tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi
masing-masing.

Secara konsep pengembangan adalah suatu wusaha untuk
meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai
sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuan pengembangan adalah untuk

meningkatkan produktivitas kerja (Hasibuan: 2002: 69). Pengembangan
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didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai membutuhkan
serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang
supaya bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selama kariernya. Persiapan karir jangka panjang dari seorang pegawai
untuk serangkaian posisi inilah yang dimaksudkan dengan
pengembangan pegawai. pengembangan meliputi seluruh aspek
peningkatan kualitas pegawai bukan hanya pendidikan dan pelatihan.
Pengembangan lebih terfokus pada kebutuhan jangka panjang umum
organisasi. Hasilnya bersifat tidak langsung dan hanya dapat diukur
dalam jangka panjang. Pelatihan diarahkan untuk memperbaiki prestasi
kerja saat ini sedangkan pengembangan adalah untuk mengembangkan
keterampilan untuk pekerjaan masa depan.

Dalam tahap pengembangan pegawai, Simamora (1997:342)
mengungkapkan dua aspek kegiatan penting yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lain, yakni kegiatan pelatihan dan kegiatan
pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Kedua kegiatan
tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki
pegawai agar dapat digunakan secara efektif. Kegiatan pelatihan
dipandang sebagai awal pengembangan pegawai vyaitu dengan
diadakannya proses orientasi yang kemudian dilanjutkan secara
berkelanjutan selama pegawai tersebut berada di dalam organisasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara juga dijelaskan bahwa bentuk orientasi ini dilaksanakan melalui
proses pendidikan dan pelatihan (Pasal 63 Ayat 4).

Aparatur Sipil Negara merupakan Sumber Daya Manusia yang
memegang peranan penting dan sangat menentukan, sebab Aparatur
sipil negara sebagai pelaksana pemerintahan yang merumuskan
kebijaksanaan Negara dalam rangka kelancaran tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan. Lebih lanjut dikatakan oleh
Kartasasmitha (2006:10) bahwa “Manusia adalah Sumber Daya
Pembangunan yang paling utama diantara Sumber Daya lain yang harus

terus menerus dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai

8

iﬁ http://ppsdmbukiitinggikemendagrigo.id/ ﬁ@ppsdmregbukittinggi 0 BerAKHLAK

SoiaAnrid sy e, sheriagad e
Vermorés i Adagtd e

>

LANRI

MAKARTI BHAKTI NAGARI

F
melayani
bangsa



pelaksana dan penggerak pembangunan” Dalam rangka peningkatan
Sumber Daya Manusia, pembangunan aparatur Negara sangatlah
dibutuhkan. Pada era globalisasi dan transformasi digital sekarang ini
Apartur Sipil Negara memiliki peran yang sangat menentukan bagi
keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu,
perhatian kita perlu diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber
daya manusianya yang berfungsi sebagai tenaga penggerak dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan
pembangunan yang sedang digalakkan. Peningkatan kualitas sumber
daya aparatur dapat dilakukan melalui memberikan kesempatan kepada
aparatur sipil negara untuk mengikuti pengembangan kompetensinya.
Spencer dan Spencer (Sudarmanto, 2009) menyebutkan komponen-
komponen dari kompetensi mencakup beberapa hal berikut : 1. Motives
(motif), yaitu sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan diinginkan
seseorang yang menyebabkan tindakan. 2. Traits (sifat), vyaitu
karakteristik-karakteristik fisik dan repons-respons konsisten terhadap
berbagai situasi atau informasi. 3. Self concept (konsep diri), yaitu sikap,
nilai-nilai, atau citra diri seseorang. 4. Knowladge (pengetahuan), yaitu
pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang
spesifik tertentu. 5. Skill (keahlian), yaitu kemampuan untuk
mengerjakan atau melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental

tertentu.
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3. Alur Pikir

KONDISI AWAL

1. Rendahnya penguasan
kompetensi pemerintahan
aparatur sipil negara
penyelenggara
pemerintahan

. Pengembangan kompetensi
pemerintahan belum
menjadi prioritas bagi
penyelenggara
pemerintahan

. Kebijakan
pengembangan
kompetensi
pemerintahan sudah ada
sejak tahun 2014 tetapi
belum berjalan sesuai
harapan

Pengembangan
Kompetensi
Pemerintahan melalui
Literasi
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KESENJANGAN

Kesempatan
aparatur sipil negara
untuk mengikuti
pengembangan
kompetensi
pemerintahan masih
terbatas

. Belum adanya

political will dari
pengambil kebijakan
Pemahaman
kebijakan
Pengembangan
kompetensi
pemerintahan masih
terbatas
pemerintahan

¥

INOVASI

Pengembangan
Kompetensi
Pemerintahan
melalui literasi
berbasis digital

Gambar 1.1 Alur Pikir
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KONDISI  YANG
DIHARAPKAN

. Terwujudnya

peningkatan
pemahaman
aparatur sipil
negara sesuai
ketentuan
perundang-
undangan

. Terwujudnya

kebijakan
pengembangan
kompetensi
pemerintahan

. Menindaklanjuti

regulasi
pengembangan
kompetensi

*

MANFAAT

Peningkatan
kapasitas aparatur
melalui

pengembangan
kompetensi
pemerintahan
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C. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan

Proyek Perubahan ini dilaksanakan dengan sejumlah tujuan dan

manfaat yang akan didapatkan oleh organisasi adaptif. Tujuan dan

manfaat dalam Proyek Perubahan ini antara lain ;

1. Tujuan Proyek Perubahan
a. Jangka Pendek (2 Bulan)

1)
2)

3)

4)

5)

Terbentuknya Tim Efektif

Terlaksananya focus group discussion stakeholders pemerintahan
wilayah kerja terpilih

Terbentuknya  Tim  Penyusun  Desain = Pembalejaran

Pengembangan Kompetensi Pemerintahan melalkui Litaerasi
berbasis Digital

Tersusunnya disain pengembangan kompetensi literasi
pemerintahan berbasis teknologi/ digital

Terwujudnya Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah
Kab/Kota tentang Pelaksanaan pengembangan kompetensi
Pemerintahan melalui Literasi Berbasis Digital (3-4 kab/kota
di Sumatrera Barat)

Terlaksananya pengembangan kompetensi pemerintahan
melalui Literasi berbasis digital percontohan

Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan melalui Literasi

Berbasis Digital Percontohan

b. Tujuan Jangka Menengah (1 Tahun)

1)

2)

3)

Menyempurnakan  disain = pengembangan  kompetensi
pemerintahan melalui Literasi Berbasis Digital

Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
Melalui Literasi Berbasis Digital kab/kota se Sumatera Barat
Membangun  komitmen = pengembangan  kompetensi
Pemerintahan melalui literasi pemerintahan berdigital dengan

pemerintah daerah wilayah kerja
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4) Melakukan koordinasi dengan Pusat Standarisasi dan
Sertifikasi Kompetensi BPSDM  Kemendagri dalam
menindaklanjuti sertifikasi Kompetensi Pemerintahan.

5) Melakukan Koordinasi dengan BPSDM Provinsi Sewilayah
kerja dalam proses pengembangan dan sertifikasi kompetensi
pemerintahan.

c. Tujuan Jangka Panjang

1) Melaksanakan program pengembangan kompetensi literasi
pemerintahan regular tahunan sewilyah kerja

2) Mengajukan Policy Brief kepada BPSDM Kemendagri terkait
penyebarluasan literasi kompetensi Pemerintahan kepada ASN

Seluruh Indonesia

2. Manfaat Proyek Perubahan
a. Manfaat Bagi Internal Organisasi
1) Terlaksana tugas dan fungsi sebagai lembaga pengembangan
sumber daya manusia di wilayah kerja
2) Tersedianya disain pengembangan kompetensi pemerintahan
berbasis digital sebagai dokumen pengembangan kompetensi
aparatur sipil negara
3) Wujud dukungan pelaksanaan kebijakan pengembangan
kompetensi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
b. Manfaat Bagi Eksternal Organisasi/Pemerintah Daerah
1) Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
daerah dalam penguasaan kompetensi pemerintahan
2) Tersedianya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki
penguasaan kompetensi pemerintahan
c. Manfaat Bagi Masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik.
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D. Output dan Outcome
1. Output kunci yang akan dihasilkan dalam pelaksanaan Proyek Perubahan
ini antara lain :
a. Laporan Pelaksanaan focus group  discussion  stakeholders
pemerintahan pada wilayah kerja terpilih
b. Berita Acara Focus Group Discussion
c. SK Tim Penyusun Desain Pengembangan Kompetensi
d. Naskah disain pengembangan kompetensi literasi pemerintahan
berbasis digital
e. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota
tentang Pelaksanaan pengembangan kompetensi Pemerintahan
melaui Literasi Berbasis Digital
f. Laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui literasi
pemerintahan berbasis digital percontohan
2. Outcome merupakan hasil jangka panjang yang didapatkan
dalam pelaksanaan Proyek Perubahan ini antara lain :
a. Meningkatnya  pemahaman ASN tentang Kompetensi
Pemerintahan
b. Terlaksananya sertifikasi kompetensi Pemerintahan bagi ASN se-

Wilayah Kerja

E. Tahapan Perubahan Rencana Strategis
1. Analisis Lingkungan Strategis

Untuk dapat menghasilkan manfaat yang efektif dari
penyelenggaraan pengembangan kompetensi literasi pemerintahan
pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional
Bukitinggi, dan mempunyai nilai tambah bagi organisasi, diperlukan
standar yang memadai mulai dari perencanaan kebutuhan
pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi,
evaluasi pengembangan kompetensi dan pembiayaan pengembangan

kompetensi pemerintahan.

a. Identifikasi Masalah
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Beberapa identifikasi permasalahan dalam pengembangan

kompetensi pemerintahan sebagai berikut :

1) Masih rendahnya penguasaan aparatur sipil negara terhadap
kompetensi pemerintahan sesuai ketentuan perundang-
undangan

2) Belum tersedianya disain pengembangan kompetensi
pemerintahan berbasis teknologi

3) Pengembangan kompetensi pemerintahan belum menjadi prioritas
bagi penyelenggara pemerintahan.

4) Pengembangan kompetensi pemerintahan masih sebatas regulasi
yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya

5) Keterbatasan anggaran dalam pengembangan kompetensi
pemerintahan

b. Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, dirumuskan

permasalahan pengembangan kompetensi pemerintahan sebagai

berikut:

1) Masih rendahnya penguasaan aparatur sipil negara terhadap
kompetensi pemerintahan sesuai ketentuan perundang-
undangan

2) Pengembangan kompetensi pemerintahan belum menjadi prioritas
bagi penyelenggara pemerintahan

3) Kebijakan pengembangan kompetensi pemerintahan sudah

ada sejak tahun 2014 tetapi belum berjalan sebagai harapan.

c. Faktor Penyebab Masalah
Faktor penyebab masalah yang terjadi dalam pengembangan
kompetensi pegawai berdasarkan permasalahan tersebut di atas
yaitu sebagai berikut :
1) Kesempatan aparatur sipil negara untuk mengikuti
pengembangan kompetensi pemerintahan masih terbatas;

2) Belum adanya political will dari pengambil kebijakan; dan
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3)

Pemahaman

kebijakan

pemerintahan masih terbatas

d. Lingkup Perubahan

Pengembangan

kompetensi

Ruang lingkup perubahan yang dilakukan salah satunya yaitu

melakukan perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi

yang diinginkan sehingga muncul kesenjangan (GAP) sebagai fokus

pemikiran gagasan perubahan dalam wupaya menciptakan

terobosan yang akan dilakukan.

1) Perbandingan kondisi saat ini dan kondisi ideal yang
diharapkan
Tabel 1.2 Perbandingan kondisi saat ini dengan kondisi yang
diharapkan
No Kondisi Saat Ini GAP Kondisi Yang Diharapkan
1 | Rendahnya penguasan | Kesempatan ASN | Terwujudnya
kompetensi untuk mengikuti | peningkatan
pemerintahan aparatur | pengembangan pemahaman aparatur
sipil negara kompetensi sipil negara sesuai
penyelenggara pemerintahan masih | ketentuan
pemerintahan terbatas perundang-undangan
2 | Pengembangan Belum adanya | Terwujudnya
kompetensi political will dari | kebijakan
pemerintahan belum pengambil kebijakan pengembangan
menjadi prioritas bagi kompetensi
penyelenggara pemerintahan
3 | Kebijakan Pemahaman Menindaklanjuti regulasi
pengembangan kebijakan pengembangan
kompetensi Pengembangan kompetensi
pemerintahan sudah kompetensi pemerintahan  dengan
ada sejak tahun 2014 pemerintahan masih | melakukan penyesuaian
terbatas

MAKARTI BHAKTI NAGARI

“ LN LANRI

Dari hasil perbandingan kondisi di atas maka perlu disusun
(GAP)

pertimbangan teknis dan kondisi lapangan. Berikut hasil

analisis sederhana berdasarkan kesenjangan dan
analisis untuk kategori tingkat kemendesakan (Urgency),

keseriusan dampak (Seriousness) dan perkembangan masalah

(Growth).
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Tabel 1.3. Analisis Pembobotan Prioritas Area Perubahan

No Pembobotan Prioritas Urgency|Seriousness| Growth (Jumlah| Rank

1. | Masih terbatasnya pemahaman 5 5 5 15 1
aparatur sipil negara terhadap
kompetensi pemerintahan

2. | Pengembangan kompetensi 4 3 3 10 2
pemerintahan belum menjadi
prioritas bagi penyelenggara

pemerintahan

3 Pengembangan kompetensi 3 3 3 9 3
pemerintahan ~ masih  sebatas
regulasi yang belum

ditindaklanjuti sepenuhnya
Keterangan: Nilai pembobotan berdasarkan skala (1= Sangat tidak penting,
2 = Tidak Penting, 3 = Sedang, 4 = Penting, dan 5= Sangat Penting).

2) Terobosan/Inovasi
Berdasarkan penilaian Urgensi, Seriousness & Growth di atas
terhadap permasalahan yang ada diperoleh nilai tertinggi
adalah “Masih terbatasnya pemahaman aparatur sipil negara
yang  disebabkan terbatasnya kesempatan mengikuti
pengmbangan kompetensi pemerintahan”, untuk itu Terobosan
atau inovasi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan

“Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi

Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Literasi Berbasis Digital”

dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a) Melaksanakan focus group  discussion  stakeholders
pemerintahan wilayah kerja terpilih (Sekretaris Daerah
Kab/Kota se Sumatera Barat)

b) Menyiapkan disain pengembangan kompetensi literasi
pemerintah berbasis teknologi informasi

c¢) Melaksanakan pengembangan kompetensi pemerintahan
melalui Literasi berbasis digital percontohan (3-4

Kab/kota)
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2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Roadmap Pelaksanaan Proyek Perubahan

Jangka Pendek

Jangka Menengah

u LNLAN RI

Jangka Panjang

=

Membangun Komitmen

Membentuk TIM Efektif

3. Melaksanakan Forum
Grup Discussion stake
holders terpilih wilayah
kerja

4. Membentuk Tim
Penyusun Desain
Pengembangan
Kompetensi
Pemerintahan Berbasis
Digital

5. Menyusun desain
pengembangan
Kompetensi
Pemerintahan melalui
Literasi Berbasis Digital

6. Menyusun Surat
Perjanjian Kerjasama
Pelaksanaan
Pengembangan
Kompetensi
Pemerintahan dengan
kab/kota terpilih.

7. Melaksanakan
Pengembangan
Kompetensi
Pemerintahan Melalui
Literasi Berbasis Digital
percontohan (3 -4
Kab/kota di Sumatera
Barat terpilih)

8. Menyusun laporan

evaluasi & monitoring

pelaksanaan
pengembangan
kompetensi

N

. Menyempurnakan disain

pengembangan kompetensi
pemerintahan melalui
Literasi Berbasis Digital

. Melaksanakan

Pengembangan Kompetensi
Pemerintahan Melalui
Literasi Berbasis Digital
kab/kota se Sumatera Barat

. Membangun komitmen

pengembangan kompetensi
Pemerintahan melalui
literasi pemerintahan
berdigital dengan
pemerintah daerah wilayah
kerja

. Melakukan koordinasi

dengan Pusat Standarisasi
dan Sertifikasi Kompetensi
BPSDM Kemendagri dalam
menindaklanjuti sertifikasi
Kompetensi Pemerintahan.

. Melakukan Koordinasi

dengan BPSDM Provinsi
Sewilayah kerja dalam
proses pengembangan dan
sertifikasi kompetensi
pemerintahan.

. Melaksanakan

. Mengajukan  Policy

program
pengembangan
kompetensi literasi
pemerintahan
regular tahunan
sewilyah kerja

Brief kepada BPSDM
Kemendagri terkait
penyebarluasan
literasi kompetensi
Pemerintahan
kepada ASN Seluruh
Indonesia

Gambar 1.2 Road Map Penyelesaian Proyek Perubahan

> bangga
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b. Milestones/Pentahapan Proyek Perubahan

U
L ?,
i ; “ ) .
[P il MAKARTI BHAKTI NAGARI
ST

Tahapan pelaksanaan proyek perubahan dibagi menjadi 3 (tiga)

tahapan utama yaitu:

a. Jangka Pendek (minggu ke 3 Bulan Oktober 2022 s/d minggu ke
1 Bulan Desember 2022)
b. Jangka Menengah (Bulan Desember 2022 s/d Bulan April 2023)

c. Jangka Panjang (satu/dua tahun dan seterusnya)

Tabel 1.4 Milestones Proyek Perubahan

i?’ http://ppsdmbukiitinggikemendagri.go.id/ 0 @ppsdmregbukittinggi czo

No Tahap/Kegiatan Output Evidence Waktu
Pelaksanaan
JANGKA PENDEK
1. | Membangun Komitmen : Terbangunnya Dokumentasi Minggu I
a. Koordinasi kepada keselarasan Oktober 2022
Mentor persamaan
b. Koordinasi awal dengan persepsi  terkait
Stakeholder Intern & gagasan
eksternal; pelaksanaanaksi per
2. | Membentuk Tim Efektif : Terbentuknya Tim | ¢ Undangan Minggu III
a.Rapat identifikasi Efektif e Daftar hadir Oktober 2022
kebutuhan Notulen
personalia/proyek e SK Tim Efektif
perubahan e Dokumentasi
b . Penyusunan SK Tim
Efektif
3. | Melaksanakan Focus Group e Terlaksananya o Berita acara Minggu IV
Discussion dengan stakeholders Focus Group e Administrasi Oktober 2022
wilayah kerja terpilih Discussion penyelenggaraan
a. Melakukan koordinasi e Tersusunnya e Dokumentasi
dengan pimpinan daerah Berita Acara FGD | o Naskah konsep
se Sumatera Barat e Terbentuknya kerja tindaklanjut
b. Menyiapkan disain Focus Forum Literasi forum literasi
Group Discussion Pemerintahan se pemerintahan
c. Melaksanakan Focus Sumatera Barat
Group Discussion
d. Menyusun Berita Acara
FG
e. Menyiapkan dan
menandatangani surat
perjanjian Kerjasama
4. | Menyiapkan disain Tersedianya naskah | ¢ SKTIM Minggu V
pengembangan kompetensi disain Penyusunan Oktober-awal
pemerintahan melalui Literasi | pengembangan Naskah November
berbasis digital; Kompetensi Pengembangan 2022
a. Membentuk Tim pemerintahan Kompetensi
Penyusun Desaian melalui Litetrasi e Naskah
Pengembenagan berbasis digital perangkat
Kompetensi Pemerintahan pengembangan
melalui Literasi Berbasis kompetensi
18
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No Tahap/Kegiatan Output Evidence Waktu
Pelaksanaan
Digital ¢ Dokumentasi
b. Menyusun disain
pengembangan
kompetensi literasi
pemerintahan
c. Menyusun perangkat
pembelajaran
d. Finalisasi disain
pengembangan
kompetensi literasi digital
5. | Melaksanakan Terlaksananya e Administrasi Minggu Il &
Pengembangan Kompetensi pengembangan penyelenggaraan | III November
Literasi Pemerintahan kompetensi literasi kerjasama 2022
percontohan; pemerintahan e Laporan
a. Menyiapkan kelengkapan percontohan pelaksanaan
administrasi pelaksanaan pengembangan
b. Menyiapkan Learning kompetensi
Management literasi
System/LMS pemerintahan
(Bekerjasama dengan e Dokumentasi
BPSDM Kemendagri)
c. Melaksanakan literasi
pemerintahan berbasis
digital
d. Melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Literasi
Pemerintahan
JANGKA MENENGAH
6. | Menyempurnakan disain Tersedianya disain | e Naskah Minggu IIT &
pengembangan kompetensi pengembangan pengembangan IV Desember
pemerintahan melalui Literasi | kompetensi yang kompetensi 2022
Berbasis Digital sudah pemerintahan
disempurnakan
7 | Melaksanakan Terlaksananya e Laporan Minggu I
Pengembangan Kompetensi Pengembangan Pelaksnanan Januari s.d
Pemerintahan Melalui Literasi | Kompetensi Pengembangan Maret 2023
Berbasis Digital untuk Pemerintahan Kompetensi
kab/kota se Sumatera Barat Melalui Literasi Pemerintahan
Berbasis Digital Melalui Literasi
untuk kab/kota se Berbasis Digital
Sumatera Barat untuk kab/kota
se Sumatera
Barat
8. | Membangun komitmen Terbangunnya e Nota Minggu V
pengembangan kompetensi komitmen kesepahaman Desember
Pemerintahan melalui literasi pengembangan e Dokumentasi 2022 sd Maret
pemerintahan digitalisasi kompetensi 2023
dengan pemerintah daerah pemerintah
wilayah kerja
19
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No Tahap/Kegiatan Output Evidence Waktu
Pelaksanaan
9. | Melakukan koordinasi Terlaksananya e Surat Usulan Minggu I
dengan Pusat Standarisasi koordinasi pelaksanaan Januari s.d
dan Sertifikasi Kompetensi tindaklanjut kegiatan Maret 2023
BPSDM Kemendagri dalam sertifikasi pengembangan
menindaklanjuti sertifikasi Kompetensi dan sertifikasi
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Kompetensi
Pemerintahan. Pemerintahan
10. | Melakukan Koordinasi Terlaksananya Surat Perjanjian Minggu I
dengan BPSDM Provinsi koordinasi Kerjasama Januari s.d
Sewilayah kerja dalam proses | pelaksanaan kegiatan Maret 2023
pengembangan dan sertifikasi | pengembangan pengembangan
kompetensi pemerintahan. dan sertifikasi Kompetensi
kompetensi Pemerintahan
pemerintahan
dengan = BPSDM
Provinsi sewilayah
kerja
JANGKA PANJANG
11. | Melaksanakan program Terlaksananya Naskah Tahun
pengembangan kompetensi pengembangan program/ selanjutnya
pemerintahan melalui literasi kompetensi kegiatan tahunan
berbasis digital regular literasi
tahunan pemerintahan
¢ Menyusun rencana secara reguler
kegiatan tahunan secara
reguler
12. | Mengajukan Policy Brief Tersampaikannya |e Naskah Policy Tahun
kepada BPSDM Kemendagri Policy Brief Brief selanjutnya
terkait penyebarluasan literasi | penyebarluasan penyebarluasan
kompetensi Pemerintahan literasi kompetensi literasi
kepada ASN Seluruh Pemerintahan ke kompetensi
Indonesia BPSDM Pemerintahan

Kemendagri

1. Identifikasi Stakeholder

F. RENCANA STRATEGIS MARKETING

Dalam pelaksanaan proyek perubahan perlu diketahui terlebih

dahulu stakeholder terkait yang berpengaruh, mana stakeholder yang

akan mendukung, netral, ataupun menolak serta dapat dipetakan

stakeholder mana saja yang memiliki kepentingan (interest) dan memiliki

pengaruh (influence) besar terhadap proyek perubahan ini.

a. Stakeholder Internal

o Kepala BPSDM KEMENDAGRI
o Kepala Pusat di Lingkungan BPSDM KEMENDAGRI
o Pegawai di lingkungan PPSDM KEMENDAGRI Regional

iﬁ http://ppsdmbukiitinggikemendagri.go.id/ ﬁ@ppsdmregbukittinggi G20 B
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Bukittinggi
b. Stakeholder Eksternal

o Pimpinan Daerah Wilayah Kerja

o SEkretais Daerah sewilayah Kerja

o Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Wilayah Kerja

o Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Wilayah Kerja

o Kepala BKPSDM Kab/Kota Wilayah Kerja

o ASN se wilayah kerja

2. Jenis Stakeholder

KEEP SATISFIED KEY PLAYER
(LATENTS) (PROMOTOR)

PIMPINAN KEPALA BPSDM
DAERAH SE KEMENDAGRI
WILAYAH KERJA

KEEP INFORMED
(DEFENDERS)

MINIMAL EFFORT 4
. Sekretaris Daerah
(APATHETICS) Prov/Kab/Kota wilayah

kerja

Kepala BKD & BPSDM
Provinsi wilayah kerja
Kepala BKPSDM

ASN Wilayah Kerja Kab/Kota Wilayah
Kerja

Gambar 1.3 Kuadran Stakeholder
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3. Analisa Stakeholders
Tabel 1.5 Analisa Stakeholder
No | Stakeholders Analisa

1. | Promoters : | Stakeholder ~pada kuadran ini
merupakan Stakeholder Yang
mempunyai kepentingan besar
terhadap proyek perubahan dan juga
pengaruh/kekuatan yang  tinggi
untuk membantu membuat proyek
perubahan tersebut berhasil. Metode
komunikasi yang dilakukan pada
kelompok ini lebih banyak dilakukan
secara konsultatif langsung face to face,
selalu mendengarkan mereka dan
menjalin komunikasi dengan baik serta
menjaga agar mereka tetap mengikuti
perkembangan issue proyek perubahan

2. | Defenders : | Stakeholder pada kuadran ini adalah

stakeholder yang memiliki kepentingan

besar untuk kegiatan tersebut berjalan,
akan tetapi pengaruh/kekuatannya
kecil untuk mempengaruhi proyek
perubahan. Metode komunikasi yang
dilakukan adalah dengan
merencanakan apa yang akan
dikomunikasikan dan
melaksanakan rapat kecil terkait peran

apa yang diharapkan dari mereka

3. | Latents : | Stakeholder pada kuadran ini merupakan
stakeholders yang Tidak mempunyai
kepentingan khusus dalam proyek
perubahan, tetapi mempunyai
pengaruh/kekuatan  besar  untuk
mempengaruhi proyek perubahan jika
mereka tertarik pada proyek perubahan
tersebut.  Metode  komunikasi

yang dilakukan adalah

menggunakan media diskusi dalam
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No | Stakeholders Analisa

memperoleh masukan tentang proyek
perubahan, serta memastikan dukungan

dari mereka.

4. | Apathetics : | Stakeholders pada kuadran ini memiliki
tingkat kepentingan dan pengaruh

mendukung  proyek  perubahannya

sangat rendah.

4. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi diperlukan untuk menghasilkan
komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah
komunikasi dimana makna yang diterima penerima pesan sama
dengan makna yang disampaikan oleh pemberi pesan,
sehingga keduanya mempunyai persepsi yang sama. Strategi
merujuk pada pendekatan komunikasi menyeluruh yang akan
diambil dalam rangka menghadapi tantangan yang akan dihadapi
selama berlangsungnya proses komunikasi. Berbagai pendekatan
dapat dilakukan tergantung pada situasi dan kondisi serta
dengan siapa komunikasi dilakukan seperti yang tertera pada
kuadran stakeholder di atas. Metode komunikasi yang dilakukan
antara lain sebagai berikut :

e Konsultatif yaitu bersifat konsultasi, metode ini dapat
dilakukan bila berkomunikasi dengan para
stakeholders/kelompok besar pengaruhnya dan punya
kekuatan terhadap keberhasilan proyek perubahan, dalam
kelompok ini adalah para Kepala Daerah, Sekretaris Daerah,
komunikasi dilakukan secara konsultatif langsung face to
face, selalu mendengarkan mereka dan menjalin komunikasi
dengan baik serta menjaga agar mereka tetap
mengikuti perkembangan issue proyek perubahan;

e Koordinasi yaitu mengatur proyek dengan pihak lain

sehingga peraturan dan tindakan yang dilaksanakan tidak
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saling bertentangan, penggabungan yang sederajat. Metode
komunikasi ini dapat dilakukan bila berhadapan dengan
stakeholders yang memiliki kepentingan besar untuk kegiatan
tersebut berjalan, akan tetapi pengaruh/kekuatannya kecil
untuk mempengaruhi proyek perubahan. Metode komunikasi
yang dilakukan adalah dengan merencanakan apa yang akan
dikomunikasikan dan melaksanakan rapat kecil terkait peran
apa yang diharapkan dari mereka.;

e Informatif yaitu bersifat penerangan. Metode ini dapat
dilakukan bila melakukan komunikasi dengan stakeholders
yang tidak mempunyai kepentingan khusus dalam proyek
perubahan, tetapi mempunyai pengaruh/kekuatan besar
untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka tertarik
pada proyek perubahan tersebut. Metode komunikasi yang
dilakukan adalah menggunakan media diskusi dalam
memperoleh masukan tentang proyek perubahan, serta
memastikan dukungan dari mereka.;

e Persuasif yaitu mempengaruhi dengan membujuk, metode ini
dapat dilakukan bila berhadapan dengan Stakeholders pada
kuadran ini memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh
mendukung proyek perubahannya sangat rendah.

e Edukatif yaitu mempengaruhi dengan memberikan fakta-fakta
dan pengetahuan. Metode ini dapat dilakukan bila
berkomunikasi dengan stakeholders yang memiliki tingkat
kepentingan dan pengaruh mendukung proyek perubahannya

sangat rendah.

Adapun strategi komunikasi yang digunakan terhadap stakeholder

dalam proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.6 Strategi Komunikasi Stakeholder Proyek Perubahan

Kegiatan/ Teknik

No Stakeholder Tindakan Komunikasi

1. Kepala Daerah Terpilih | Konsultatif Tatap Muka/
Wilayah Kerja Online

2. Sekretaris Daerah  Terpilih | Konsultatif Tatap Muka/
Wilayah Kerja Online

3. Kepala BKD/BPSDM Provinsi | Koordinatif Tatap Muka/
Terpilih Wilayah Kerja Online

4. Kepala BKPSDM Kab/Kota | Koordinatif Tatap Muka/
Terpilih Wilayah Kerja Online

5. ASN Wilayah Kerja Edukatif dan Penyampaian

persuasif informatif

5. Strategi Marketing Mix
1. Product

Produk yang ditawarkan dalam proyek perubahan ini adalah
disain pengembangan kompetensi literasi pemerintahan dan
naskah komitmen kerjasama Pelaksanaan Pengembangan
Kompetensi Literas Pemerintahan ASN, yang merupakan upaya
untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi diklat ASN dengan
mempertimbangkan standar kompetensi jabatan yang selanjutnya
akan digunakan sebagai pemetaan pengembangan karier.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai
tugas dan/atau fungsi jabatan. Kompetensi dimaksud adalah

kompetensi pemerintahan meliputi :

Kebijakan Desentralisasi,

b. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah,

c. Pemerintahan Umum,

d. Pengelolaan Keuangan Daerah,

e. Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah,

f. Hubungan Pemerintah Daerah Dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Serta

g. Etika Pemerintahan

Strategi pengembangan kualitas ASN yang berdasarkan
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kepada pengembangan kompetensi berorientasi pada
tingkatan produk yang diharapkan dapat memudahkan
dalam strategi pemasaran kepada stakeholder dalam mendukung
implementasi proyek perubahan. Adapun tingkatan produk
dari disain pengembangan kompetensi literasi pemerintahan

sebagai berikut:

Tabel 1.7 Tingkatan Produk Proyek Perubahan

Category Product
Product 1. Focus group discussion stakeholders
pemerintahan
2. Naskah disain Pengembangan Kompentensi
Literasi Pemerintahan

3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi
pemerintahan berbasis digital

Place PPPSDM KEMENDAGRI REGIONAL
BUKITTINGGI

Price 1. Sumber daya manusia Melek Literasi
Pemerintahan
2. Dukungan stakeholders

Promotion Sosialisasi

Customers BPSDM Provinsi/ BKPSDM Kab/Kota
Wilayah Kerja

2. Place

Terobosan ini dilaksanakan di Pusat Pengembangan Sumber
Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi dalam
jangka waktu 2 (dua) bulan untuk jangka pendek dan 1 (satu)
tahun wuntuk jangka menengah, dan selanjutnya akan
diimplementasikan di Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi.

3. Promotion
Untuk  memberikan =~ pemahaman  terhadap disain
pengembangan kompetensi literasi pemerintah dilakukan
sosialisasi kepada seluruh BKD/BPSDM Provinsi, BKPSDM
Kab/Kota wilayah kerja.

4. Price

Penerapan dari konsep pengembangan kompetensi literasi
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pemerintahan bagi ASN disertai dengan komitmen bersama
dari stakeholders. Artinya ketika Pusat Pengembangan Sumber
Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi
menyusun Rencana Kerjanya dalam pelaksanaan
Pengembangan kompetensi literasi pemerintahan yang dibiayai
dari anggaran tahunan Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi.

Customers

Memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi ASN
wilayah kerja melalui BPSDM Provinsi dan BKPSDM

Kabupaten/Kota dalam pengembangan kompetensi dirinya.
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BAB II
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Tahapan Rencana Strategis

Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Kompetesi Pemerintahan Aparatur
Sipil Negara Melalui Literasi Digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Regional Bukittinggi dalam jangka pendek dilaksanakan dengan

beberapa tahapan antara lain:

1. Membangun Komitmen Proyek Perubahan;

2. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan;

3. Melaksanakan Focus Group Discussion dengan stakeholders wilayah kerja
terpilih;

4. Menyiapkan disain pengembangan kompetensi pemerintahan melalui
Literasi berbasis digital; dan

5. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Literasi Pemerintahan berbasis
digital.

Adapun penjelasan pelaksanaan tahapan secara ringkas dijelaskan pada tabel

berikut ini:

28
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Tabel 2.8 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

No Tahapan Kegiatan Waktu Output Pelaksanaan Capaian
Sudah | Belum Hasil
1 | Membangun . Konsultasi dengan Mentor Dokumentasi \ 100 %
Komitmen . Koordinasi awal dengan Stakeholder 3 Oktober 2022 | Dokumentasi A% 100 %
Internal & eksternal;
2 Membentuk . Rapat identifikasi kebutuhan 24 Oktober e Dokumentasi Vv 100 %
Tim Efektif personalia/ proyek perubahan 2022 e Surat Undangan
Rapat
¢ Notula
e Daftar Hadir
. Penyusunan SK Tim Teknis 24 Oktober SK Tim \Y% 100 %
Pelaksanaan Strategi Pengembangan | 2022
Kompetensi Pemerintahan bagi ASN
melalui Literasi Berbasis Digital
. Penyusunan SK Tim Penyusun Materi | 24 Oktober SK Tim
Pembelajaran Literasi Pemerintahan | 2022
3 Melaksanakan . Melakukan koordinasi dengan 27 Oktober s.d | eDokumentasi \% 100 %
Focus Group Pimpinan Daerah pada Instansi eSurat Tugas
Discussion Pemerintah se Sumatera Barat e Laporan
dengan Kegiatan
ii?f;’;gfi:ﬂa . Rapat Persiapan Focus Group Discussion | 7 November e Dokumentasi \Y% 100 %
terpilih 2022 e Surat Undangan
Rapat
¢ Notula
e Daftar Hadir
. Melaksanakan Focus Group Discussion 11 November ¢ Dokumentasi \Y% 100 %
2022 e Surat Undangan
FGD
e Daftar Hadir
e Laporan
29
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No Tahapan Kegiatan Waktu Output Pelaksanaan Capaian
Sudah | Belum | Hasil
Kegiatan
. Menyiapkan dan menandatangani 11 November | Berita Acara \Y% 100 %
Acara Focus Group Discussion
4 Menyiapkan . Rapat Penyusunan Materi literasi 31 Oktober ¢ Dokumentasi \Y% 100 %
disain pemerintahan 2022 e Surat Undangan
pengembangan Rapat
kompetensi e Notula
pemerintahan e Daftar Hadir
melalui Literasi : :
g . Menyusun perangkat pembelajaran 31 Oktober s.d | Materi \Y% 100 %
berbasis digital .
3 November Pembelajaran
2022
. Membuat Surat Undangan mengikuti | 15 November | Surat Undangan \Y% 100 %
Pengembangan Kompetensi 2022
Pemerintahan
5 Melaksanakan . Mengaplikasikan Learning Management | 15 - 25 Dokumentasi \Y% 100 %
Pengembangan System/LMS November
Kompetensi 2022
Pemeri.nta.ha.n . Melaksanakan Rapat Persiapan 22 November | e Dokumentasi \% 100 %
berbasis digital Kegiatan Literasi Kompetensi 2022 e Surat Undangan
Pemerintahan Rapat
¢ Notula
e Daftar Hadir
. Melaksanakan literasi Kompetensi 23 November | Dokumentasi \Y% 100 %
pemerintahan berbasis digital 2022
. Melakukan monitoring dan evaluasi 24 -30 Laporan \Y% 100 %
pelaksanaan kegiatan Literasi November Penggunaan LMS
Pemerintahan 2022
30
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Penjelasan capaian Tahapan Kegiatan tersebut dapat dijelaskan melalui uraian

berikut:

1. Membangun Komitmen Proyek Perubahan

a. Konsultasi dengan Mentor

Pelaksanaan kegiatan membangun komitmen diawali dengan
melakukan kosultasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri sekaligus selaku
mentor, Bapak Dr. Sugeng Haryono, M.Si pada tanggal 18 Oktober 2022.
Dari pertemuan yang dilaksanakan di BPSDM Kementerian Dalam
Negeri tersebut diminta dukungan dan komitmen pelaksanaan proyek
perubahan. Diantara dukungan yang akan diberikan oleh Bapak Dr.
Sugeng Haryono, M.Si adalah :

1) Koordinasi dengan Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah untuk
dapat mendukung pelaksanaan Pengembangan Kompetesi
Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Melalui Literasi Digital pada
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi;

2) Menjadi Narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion Arah

Kompetensi Pemerintahan yang dilaksanakan di PPSDM Regional
Bukittinggi;

Gambar 2.4
Membangun Komitmen dengan Kepala BPSDM Kemendagri

b. Koordinasi dengan Stakeholder internal dan eksternal
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Membangun Komitmen yang dilakukan dengan Stakeholder Internal
PPSDM Regional Bukittinggi terdiri atas :
1) Kepala Bagian Tata Usaha
2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawauan
3) Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana
4) Kepala Sub Bagian Keuangan
5) Ketua Tim
6) Pejabat Fungsional Widyaiswara
7) Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian
8) Pejabat Fungsional Perencana
)

9) Pelaksana

Para Stakeholder Internal diundang untuk menghadiri pertemuan
pada tanggal 3 Oktober 2022 di Ruang Kebangkitan Nasional PPSDM
Regional Bukittinggi dalam rangka membangun Komitmen Proyek
Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional.
Membangun Komitmen dengan Stakeholder Eksternal diawali
dengan kunjungan menemui Bupati Dharmasraya Bapak Sutan Riska
Tuanku Kerajaan, S.E di Rumah Dinas Bupati Dharmasraya pada
tanggal 4 Oktober 2022. Pada kunjungan tersebut disampaikan terkait
pentingnya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur
Sipil Negara dan meminta dukungan beliau untuk pelaksanaan
pengembangan Kompetensi Pemerintahan di PPSDM Regional
Bukittinggi. Dari hasil pertemuan tersebut Bupati Dharmasraya yang
juga selalui ketua Asosiai Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
memberi dukungan sebagai berikut:
1)Bersedia mendorong kegiatan pengembangan kompetensi
pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten
Dharmasraya.

2) Berkenan menjadi Narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion
Arah Kompetensi Pemerintahan yang dilaksanakan di PPSDM Regional
Bukittinggi.
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Bersama Bupati Dharmasraya
Sutan Riska Tuanku Kerajaan

. Agenda : Membangun Komitmen Proyek Perubahan
Lokasi :Rumah Dinas Bupati Dharmasraya
Waktu : 4 Oktober 2022

Gambar 2.5
Membangun Komitmen dengan Bupati Dharmasraya

2. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan

Dalam rangka efektifnya pelaksanaan teknis kegiatan pengembangan
kompetensi Pemerintahan dibentuklah Tim yang secara khusus memiliki
tugas dan wewenang tertentu. Pembentukan tim efektif diawali dengan
mengundang Stakeholder internal di PPSDM Regional Bukittinggi untuk
mengadakan pertemuan pada tanggal 24 Oktober 2022 di Ruang Rapat
PPSDM Regional Bukittinggi pukul 14.00 WIB. Dari hasil Pertemuan tersebut
di bentuklah 2 Surat Keputusan tentang kelompok Tim Efektif sebagai
berikut:

a. Surat Keputusan Kepala PPSDM Regional Bukittinggi Nomor
81/PPSDM-BKT/2022 tentang Tim Pelaksanaan Teknis Operasional
Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi ASN
melalui Literasi berbasis Digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi;
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b. Surat Keputusan Kepala PPSDM Regional Bukittinggi Nomor
82/PPSDM-BKT/2022 tentang Tim Penyusun Materi Pembelajaran
Literasi Pemerintahan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kemendagri Regional Bukittinggi.

. Agenda : Rapat Tim Efektif
Lokasi :Ruang Rapat PPSDM Regional Bukittinggi
Waktu : 24 Oktober 2022

Gambar 2.6 Membentuk Tim Efektif

3. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder wilayah kerja
terpilih
Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan dalam rangka membahas Strategi
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di
Daerah. Hasil dari FGD akan digunakan untuk implementasi pelaksanaan
kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan di PPSDM Regional
Bukittinggi. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini
adalah sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah di Instansi Pemerintah
Daerah se Sumatera Barat.

Dalam rangka mendapatkan dukungan terkait pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara
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perlu dilakukan koordinasi baik dalam bentuk kunjungan secara langsung

maupun via telefon terhadap unsur pimpinan pada Instansi Daerah.

Secara ringkas bentuk koordinasi yang dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel.2.9 Daftar koordinasi dengan Pimpinan Daerah

No Instansi Media Komunikasi Pejabat yang Waktu
dikunjungi/dihubungi

1| Kabupaten Dharmasraya Kunjungan Langsung | Walikota 4 Oktober 2022

2 Kabupaten Lima Puluh Kota Kunjungan Langsung | Kepala BKPSDM 27 Oktober 2022

3 | Kota Payakumbuh Kunjungan Langsung | Plh. Sekretaris Daerah | 27 Oktober 2022

4 Kabupaten Sijunjung Kunjungan Langsung | Sekretaris Daerah 28 Oktober 2022

5 | Kabupaten Tanah Datar Kunjungan Langsung | Sekretaris Daerah 28 Oktober 2022

6 Kabupaten Solok Kunjungan Langsung | Kepala BKPSDM 1 November 2022

7 | Kota Bukittinggi Kunjungan Langsung | Sekretaris Daerah 1 November 2022

8 | Kota Padang Kunjungan Langsung | Kepala BKPSDM 3 November 2022

9 | Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Langsung | Kepala BPSDM 3 November 2022
10 | Kota Solok Kunjungan Langsung | Walikota 6 November 2022
1T | Kabupaten Agam Via Telefon Sekretaris Daerah 29 Oktober 2022
12 Kabupaten Kep. Mentawai Via Telefon Sekretaris Daerah 4 November 2022
13 Kabupaten Padang Pariaman Via Telefon Sekretaris Daerah 2 November 2022
14 | Kabupaten Pasaman Via Telefon Sekretaris Daerah 4 November 2022
15 | Kabupaten Pasaman Barat Via Telefon Sekretaris Daerah 4 November 2022
16 Kabupaten Pesisir Selatan Via Telefon Sekretaris Daerah 1 November 2022
17 Kabupaten Solok Selatan Via Telefon Sekretaris Daerah 3 November 2022
18 | Kota Padang Panjang Via Telefon Sekretaris Daerah 3 November 2022
19 | Kota Pariaman Via Telefon Sekretaris Daerah 2 November 2022
20 | Kota Sawahlunto Via Telefon Sekretaris Daerah 1 November 2022

Saat melakukan Koordinasi baik secara langsung maupun via telepon, hal

yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1) Regulasi dan pengembangan kompetensi yang akan digalang oleh

PPSDM  Regional

Bukittinggi

Kementerian Dalam Negeri

sebagai

Regional

perpanjangan

Sumatera,

tangan

adapun

kompetensi yang akan dikembangkan dan menjadi perhatian adalah

AR
amm
wr
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Kompetensi Pemerintahan yang memiliki 7 Core Competensi yang
terdiri atas:

a) Kebijakan Desentralisasi

b) Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

¢) Pemerintahan Umum

d) Pengelolaan Keuangan Daerah

e) Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah

f) Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan

g) Etika Pemerintahan.

2) Meminta dukungan serta kesediaan menghadiri Kegiatan Focus Group
Discussion yang dilaksanakan secara Klasikal di PPSDM regional
Bukittinggi pada tanggal 11 November 2022.

Secara umum, pejabat yang dihubungi tersebut diatas menyatakan

duk terhad kegiat
ukungan  terhadap cglatan Gambar. 8

pengembangan Kompetensi  Dokumentasi Koordinasi ke Pemerintah Kab.

Pemerintahan di Lingkup Kerja Tanah Datar dan Kab. Sijunjung

PPSDM Regional Bukittinggi, serta

menyatakan kesediaannya untuk menghadiri Focus Group Discussion.

Sekretaris Ka. BKPSDM Kota Payakumbuh

Sekretaris Daerah Kab. Tanah Datar

Plt. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh R <

’ Agenda : Kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

Sekretaris Daerah Kab. S«Junjun

. Agenda : Kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

Waktu : 27 Oktober 2022
O @ orovsmressinringy B rosom samangs g sy N BQrAKNEA!()

Waktu :28 Oktober 2022

v OO L Rp—— ng}rfl:Ax)
Gambar 2.7 Gambar 2.8
Koordinasi ke Pemerintah Kota Payakumbuh Dokumentasi Koordinasi ke Pemerintah Kab.
dan Kab. 50 Kota Tanah Datar dan Kab. Sijunjung
36
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& PPSDM &) PPSDM

snal Bukittingg

Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat

Zul Elfian, SH, M.Si
Walikota Solok

Sekretaris BKPSDM Kota Paddng

’ Agenda : Kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan ' Agenda : Kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
Waktu :3 November 2022 Waktu :6 November 2022
' OO soukrings, (B Fosou Kamerdgr g gy N ayggngg’# ) [S——— ;P
Gambar 2.9 Gambar 2.10
Koordinasi ke Pemerintah Kota Padang dan  Koordinasi dengan Walikota Solok
BPSDM Prov. Sumbar

b. Rapat Persiapan Focus Group Discussion

Pada Pukul 08.30 WIB tanggal 7 November 2022 dilakukan Rapat
Persiapan Focus Group Discussion di Ruang Kebangkitan Nasional PPSDM
Regional Bukittinggi dengan menghadirkan Tim Efektif. Pada kegiatan
tersebut ditentukan target tugas yang harus diselesaikan pada tahap

persiapan pelaksanaan Focus Group Discussion antara lain:

1) Pembuatan Surat Undangan ke Instansi Daerah

2) Persiapan Sarana dan Prasarana Kegiatan

)
)
3) Persiapan Administrasi dan Keuangan sebagai biaya kegiatan
4) Persiapan Konsumsi

)

5) Persiapan Tim Dokumentasi
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“ Regional Bukittinggi

. Agenda : Rapat Persiapan FGD dan Literasi Pemerintahan
Lokasi :Ruang Kebangkitan Bangsa PPSDM Regional Bukittinggi
Waktu :7 November 2022

ngst

Gambar. 2.11 Rapat Persiapan Focus Group Disscussion

c. Pelaksanaan Focus Group Discussion
Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Arah Kompetensi
Pemerintahan: Penerapan dan Tantangannya di Daerah” dilaksanakan
pada tanggal 11 November 2022 Pukul 13.30 WIB di Aula Proklamasi Lt.
2 Gedung Utama PPSDM Regional Bukittinggi. Kegiatan FDG dihadiri
oleh 25 orang Pejabat Daerah yang terdiri atas Sekretaris Daerah serta
Kepala BKPSDM Instansi Pemerintah di Provinsi Sumatera Barat. Dr.
Sugeng Haryono, M.Si Selaku Narasumber Utama Memimpin Kegiatan
FGD setelah pemberian Materi terkait Kompetensi Pemerintahan.
Narasumber Utama lainnya yang hadir adalah Walikota Solok Zul
Elfian, SH, M.Si berkesempatan memberikan Materi terkain pentingnya
Kompetensi Pemerintah pada penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan
FGD didominasi dengan tanya jawab serta pemberian argumentasi dari
peserta FGD tentang perlunya implementasi pengembangan kompetensi

dan Langkah kongkrit pelaksanannya di Pemerintah Daerah.
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Jumat, 11 November 2022

FUGUS GROUP ﬂlSGUSSlUN
ARAH KOMPETENSI PEMERINTAHAN : ®
PENERAPAN DAN TANTANGANNYA DI DAERAH - Nboéoz )
Gambar 2.12 Gambar 2.13
Dokumentasi Narasumber Utama FGD Dokumentasi pelaksanaan FGD

FOCUS GROUP DISCUSSION

ARAH KOMPETENSI
PEMERINTAHAN

Focus Group Discussion
Arah Kompetensi
Pemerintahan

JUMAT, 11 NOVEMBER 2022

Gambar 2.14
Dokumentasi diskusi saat pelaksanaan FGD

d. Menyiapkan dan Menandatangani Berita Acara Focus Group Discussion

Pada akhir kegiatan, Narasumber maupun Peserta FGD menandatangani
Berita Acara kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Arah

Kompetensi Pemerintahan: Penerapan dan Tantangannya di Daerah”.
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Diantara poin yang disepakati dalam Berita Acara tersebut adalah
mendukung  dilaksanakannya  kegiatan  Literasi =~ Kompetensi
Pemerintahan Berbasis Digital dengan menugaskan pegawai pada
Instansi yang mereka pimpin untuk mengikuti kegiatan pengembangan

kompetensi pemerintahan di PPSDM Regional Bukittinggi.

4. Menyiapkan disain pengembangan kompetensi pemerintahan melalui

Literasi Berbasis Digital

Rangkaian Kegiatan diawali dengan Rapat Penyusunan materi Literasi
Pemerintahan yang dilakukan pada pukul 09.00 WIB tanggal 31 Oktober
tahun 2022 di Ruang Rapat PPSDM Regional Bukittinggi. Diantara hal yang
dibahas pada kegiatan rapat adalah sebagai berikut:

a. Pembagian tugas pembuatan konten pembelajaran berupa materi dan

soal untuk Pretest dan Posttest.

b. Persiapan penggunaan Learning Management System (LMS) untuk kegiatan

Literasi Kompetensi Pemerintahan.

Q Agenda : Rapat Persiapan Penyusunan Materi Literasi Pemgrintahan
Lokasi :Ruang Rapat PPSDM Regional Bukittinggi
Waktu : 31 Oktober 2022

Gambar 15.
Rapat persiapan Penyusunan materi literasi kompetensi pemerintahan
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Kegiatan selanjutnya mengirimkan undangan mengikuti kegiatan Literasi
Pemerintahan ke Instansi Daerah melalui surat Kepala Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Nomor 893.2/1639/PPSDM-BKT tanggal 15
November 2022 perihal Penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis
Digital. Terdapat 8 Instansi Pemerintah Daerah yang diundang untuk
mengikuti kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital antara
lain:

a. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

b. Pemerintah Kabupaten Agam

c. Pemerintah Kabupaten Pasaman

d. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

e. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
f. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
g. Pemerintah Kota Bukittinggi

h. Pemerintah Kota Padang Panjang

5. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan berbasis Digital
a. Mengaplikasikan Learning Management System
Alur Pengembangan Kompetensi Pemerintahan melalui Learning
Management System (LMS) adalah sebagai berikut:
1) Peserta melakukan registrasi melalui tautan yang diberikan pada surat
undangan
) Peserta melakukan Login pada LMS
) Peserta mengerjakan Pretest
4) Peserta mengunduh materi pembelajaran
) Peserta mendapatkan tautan zoom meeting kegiatan Literasi Kompetensi
Pemerintahan
6) Peserta mengerjakan Posttest dan melakukan upload bukti kehadiran
mengikuti kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan

7) Peserta mengunduh Sertifikat
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Registrasi dibuka pada tanggal 15-22 November 2022 dan pengaplikasiannya
dipandu oleh Person In Charge (PIC) LMS.

TAHAPAN AKSES LMS

Login ke link sikuat.layanan.go.id , kemudian akan
01 muncul tampilan berikut. Silahkan masukkan ID (email)
dan password dan klik Login

0 Komentar

—
-]

»n & G C e d B s A5 AT o B

—
.

Gambar. 16 Tampilan Learning Management System (Sikuat.layanan.go.id)

b. Rapat Persiapan Kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan

Dalam rangka finalisasi persiapan kegiatan Literasi Kompetensi
Pemerintahan dilaksanakan rapat pada tanggal 22 November 2022 di
Ruang Rapat PPSDM Regional Bukittinggi. Rapat membahas Teknis
pelaksanaan serta pembagian tugas dan wewenang pada kegiatan
Litersasi Kompetensi Pemerintahan yang dilakukan secara digital

menggunakan Aplikasi Zoom Meeting.
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@ Agenda: Rapat Persiapan Penyelenggaraan Literasi Pemeriftahan Ber’bas‘h_ Digital
Lokasi :Ruang Rapat PPSDM Regional Bukittinggi .
Waktu :22 November 2022

== QO

Gambar 2.17.
Rapat Persiapan Literasi Kompetensi Pemerintahan

c. Pelaksanaan literasi Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital

Kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan berbasis digital
dilaksanakan pada Rabu Tanggal 23 November 2022 melalui Platform
Zoom Meeting pada Pukul 09.00 WIB. Kegiatan dibuka oleh Kepala
PPSDM Regional Bukittinggi Sarjayadi, SS dan dilanjutkan dengan
pemberian materi oleh 2 orang Narasumber menggunakan 1 Akun zoom
dengan membagi kedalam 2 Breakout Room dengan keterangan
pembagian Tugas dan Wewenang sebagai berikut
1) Breakout Room 1

Narasumber : Dr. Mudji Estiningsih, SH, M.Hum

Moderator : Ratna Sriwina, M.Si

Host : Jerry Marantika, S.Psi

2) Breakout Room 2
Narasumber : Afri Yendra, SH, MH
Moderator : Andari Dwi Utami, SH, MH
Host : Leo August Fernando, S.Kom
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& PPSDM

Regional Bukittinggi

Pembukaan oleh Kepala PPSDM Reg. Bukittinggi
Sarjayadi, SS

& vl
= 'f:, ! i/h

Room 1 Room 2
Narasumber :Dr. Mudiji Estiningsih, SH, M.Hum Narasumber : Afri Yendra, SH, MH
Moderator : Ratna Sriwina, M.Si Moderator : Andari Dwi Utami, SH, M!'_L'

’ Agenda : Pelaksanaan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital

Waktu :22 November 2022

Gambar 2.18
Dokumentasi Pelaksanaan literasi Kompetensi Pemerintahan

Kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan dilaksanakan sampai dengan
pukul 12.00 WIB, diikuti sebanyak 467 Peserta untuk kedua Breakout
Room.

Terdapat sesi pemberian materi dan sesi tanya jawab bagi peserta.
Diakhir kegiatan, 5 (lima) orang peserta pada masing-masing room
diberikan doorprize bagi peserta yang paling aktif bertanya maupun

menjawab selama interaksi.

Setelah kegiatan literasi kompetensi pemerintahan dilaksanakan,
diberikan waktu bagi peserta mengerjakan posttest dan upload screenshot
pada LMS. Apabila semua tahapan telah dilalui peserta, mereka dapat
mengunduh sertifikat pelatihan pada LMS.

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Literasi
Kompetensi Pemerintahan
Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka monitoring pelaksanaan

kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan:
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1) Berkoordinasi dengan pejabat di BKPSDM pada Instansi Daerah yang
diundang untuk memastikan jumlah Aparatur Sipili Negara yang
ditugaskan dan melakukan registrasi pada LMS.

2) Memonitoring kegiatan Tim Teknis penanggungjawab LMS untuk
memastikan kelancaran proses penggunaan LMS.

3) Berkoordinasi dengan Stakeholder pada Kementerian Komunikasi dan
Informatika untuk menangani kendala selama pemanfaatan LMS.

4) Memonitoring kegiatan selama penyampaian materi saat Literasi

Pengembangan Kompetensi Pemerintahan.

Evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan Literasi Kompetensi
Pemerintahan antara lain:
1) Evaluasi Data Peserta Literasi Kompetensi Pemerintahan

Tabel 2.10 Data Peserta Literasi Kompetensi Pemerintahan

No | Uraian Jumlah

1 | Jumlah Peserta yang teregistrasi 1224

2 | Jumlah Peserta yang berhasil Login LMS 881

3 | Jumlah Peserta Lulus Pretest 200

4 | Jumlah Peserta Tidak Lulus Pretest 177

5 |Jumlah Peserta yang mengikuti Literasi 467
Kompetensi Pemerintahan secara synchronous

6 | Jumlah Peserta yang mengikuti post test 569

7 | Jumlah Peserta yang berhak mendapatkan 383
Sertifikat

Pemanfataan LMS pada Literasi Pemerintahan Berbasis Digital
menunjukkan hasil sesuai dengan tujuan awal pengembangan
kompetensi Pemerintahan dari ranah pengetahuan. Peserta pelatihan
secara pengetahuan menunjukkan peningkatan sebesar 7.45 poin dari
skor rata-rata tes kemampuan awal sebesar 72, 55 menjadi 80 pada

rata-rata Skor tes kemampuan akhir.
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2) Evaluasi Penggunaan Learning Management System
Pelaksanaan Literasi Pemerintahan dengan memanfaatkan LMS
menemui beberapa kendala yang dikelompokkan dan dijelaskan
sebagai berikut:
a) Kendala Peserta.

Kompetensi digital terutama dalam melakukan beberapa kegiatan

pada aplikasi berbasis web. Secara umum kendala yang ditemui

peserta sebagai berikut:

(1) Peserta kesulitan melakukan registrasi karena kesulitan
menuliskan alamat pendaftaran.

(2) Peserta kesulitan mengikuti alur kegiatan terutama jika ditemui
adanya perintah pada web.

(3) Peserta kesulitan melakukan pengambilan tangkapan layar guna
penyelesaian penugasan.

(4) Peserta kesulitan memahami mekanisme atau alur kerja LMS
sehingg beberapa kali mengajukan pertanyaan teknis. Misal
waktu penutupan, waktu upload tugas dan waktu mendapatkan
sertifikat.

b) Kendala LMS

Peserta yang menemui kendala pemanfaatan LMS salah satunya

disebabkan akibat kompetensi digital yang belum mumpuni. Hal

tersebut juga makin sulit akibat ditemukan juga sumber masalah
dari aplikasi LMS. Berikut beberapa masalah LMS yang ditemukan:

(1) Kewenangan admin masih belum merata. Hal tersebut salah
satunya ditemukan pada saat memerlukan tindakan berupa
memanggil peserta hanya bisa dilakukan oleh admin pusat.

(2) Alur pendaftaran yang berada di luar aplikasi atau berbeda
alamat. Alamat pendaftaran di tempatkan pada alamat
http:/ /sikuat.]layanan.go.id sedangkan alamat kegiatan di
http:/ /sdm.layanan.go.id. Hal tersebut menimbulkan asumsi

peserta jika melakukan pendaftaran maka secara otomatis
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masuk dalam kegiatan padahal masih ada satu proses yang
disebut “Approval Admin Pusat”. Disamping itu pendaftaran
peserta dalam jumlah besar dalam waktu bersamaan
menyebabkan Admin Pusat kesulitan hal tersebut terjadi pada
kegiatan Literasi Pemerintahan pada 21 November 2022 total
pendaftar mencapai 800 orang dalam waktu bersamaan.

(3) Bilah pendaftaran pada bagian tahun lahir hanya memuat
sampai 1972 menyebabkan beberapa peserta menyimpulkan
bahwa aparatur yang berhak mengikuti hanya peserta yang
memiliki tahun lahir di atas 1972.

(4) Tampilan LMS vyang berisi banyak animasi bergerak
menghambat proses “loading page”. Animasi dan gambar gerak
lainnya membutuhkan data yang lebih besar dibanding gambar
diam. Hal ini dikeluhkan peserta karena terasa lambat ketika
mengakses laman.

(5) Feature Test yang memerlukan tahapan saat unggah soal

menyulitkan admin kegiatan karena kewenangan unggah butir

soal pada bank soal masih berada di admin pusat.

Py [————
) a =

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM  °

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI

Gambar 19.
Laporan Penggunaan Learning Manageman System (Sikuat.layanan.go.id)

B. Implementasi Strategi Marketing
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1. Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi
Stakeholder merupakan pihak yang berperan terhadap keberhasilan
implementasi baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pihak
yang mendapatkan dampak maupun manfaat dari hasil implementasi.
Stakeholder —internal maupun eksternal pada pelaksanaan kegiatan
pengembangan Kompetensi Pemerintahan di PPSDM Regional Bukittinggi
dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Stakeholder Internal, meliputi:

Tabel 2.11 . Peranan Stakeholder Internal

No Stakeholder Peranan
1 | Kepala BPSDM Pengarah dan Atasan
KEMENDAGRI Langsung Perubahan

2 | Kepala Pusat di Lingkungan Pemberi Advice Perubahan
BPSDM KEMENDAGRI

3 | Kepala PPSDM Project Leader Perubahan
KEMENDAGRI Regional
Bukittinggi

4 | Pegawai di lingkungan Tim Efektif Proyek
PPSDM KEMENDAGRI Perubahan

Regional Bukittinggi

b) Stakeholder Eksternal, meliputi:
Tabel 2.12 Peranan Stakeholder eksternal

No | Stakeholder Peranan
1 | Bupati Dharmasraya Pengarah dan Mitra Proyek
Perubahan
2 | Walikota Solok Pengarah dan Mitra Proyek
Perubahan
3 | Kemkominfo Pengarah Proyek Perubahan
4 | Sekretaris Daerah Provinsi Pengarah dan Mitra Proyek
Sumatera Barat Perubahan
5 | Kepala BPSDM Provinsi Pengarah dan Mitra Proyek
Sumatera Barat Perubahan
6 | Sekretaris Daerah Pengarah dan Mitra Proyek
Kota/Kabupaten Se Sumatera Perubahan
48
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No | Stakeholder Peranan

Barat

7 | Kepala BKPSDM Mitra Proyek Perubahan
Kota/Kabupaten Se Sumatera
Barat

8 | ASN Sewilayah Kerja PPSDM Mitra Proyek Perubahan
Regional Bukittinggi

Setelah mengidentifikasi stakeholder yang mempengaruhi proyek perubahan
ini, selanjutnya dilakukan analisis terhadap pengaruh stakeholder untuk
tercapainya keberhasilan proyek perubahan ini. Analisis stakeholder
menggunakan analisis tingkat pengaruh (influence/power) dan tingkat minat
(interest) stakeholder tersebut terhadap proyek perubahan yang akan
dilakukan. Ditemukan perubahan posisi stakeholder setelah dilaksanakannya
Laboratorium Kepemimpinan. Adapun posisi stakeholder — tidak ada
perubahan Laboratorium Kepemimpinan, dapat digambarkan dalam bagan

sebagai berikut:

PengaruldTi

KEY PLAYER
(PROMOTOR)

PIMPINAN DAERAH SE KEPALA BPSDM
WILAYAH KERJA KEMENDAGRI

MINIMAL KEEP INFORMED
EFFORT (DEFENDERS)

(APATHETICS)

Sekretaris Daerah

Prov/Kab/Kota wilayah
kerja
Kepala BKD & BPSDM

Provinsi wilayah kerja
X X 5 Kepala BKPSDM
ASN Wilayah Kerja Kab/Kota Wilayah Kerja

Pengaruh Rendah

Gambar 2.20 Peta Stakeholder
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. Strategi Komunikasi

Setelah mengetahui gambaran posisi stakeholder, selanjutnya dapat ditentukan

strategi komunikasi apa yang akan diambil sebagai upaya persuasi terhadap

stakeholder. Strategi komunikasi dibutuhkan untuk mengurangi hambatan,

mengelola penolakan dan menarik dukungan dari para stakeholder. Berikut ini

dijelaskan strategi

dan Teknik komunikasi

project leader dalam

mengimplementasikan proyek perubahan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Strategi Komunikasi

Kelompok Stakeholder

Strategi Komunikasi

Promotors

Kelompok stakeholder yang
memiliki kepentingan dan
pengaruh besar untuk
mendukung terhadap
keberhasilan proyek perubahan
dan sebaliknya;

Komunikasi dengan menyampaikan
informasi yang akurat dengan dasar-
dasar yang valid terkait kegiatan yang
dilaksanakan.

Konsultasi dan meminta arahan terkait
kegiatan yang akan dilaksanakan

Latens

Kelompok yang tidak memiliki
kepentingan khusus maupun
terlibat dalam proyek perubahan,
tapi memiliki kekuatan besar
untuk mempengaruhi proyek
perubahan jika mereka

tertarik.

Koordinasi  dengan  sopan  dan
profesional serta beradaptasi dengan
keadaan pihak stakeholder yang dituju
Menyampaikan  informasi  terkait
maksud, tujuan dan manfaat kegiatan
secara lugas.

Defenders

Kelompok stakeholder yang
memiliki kepentingan dan
menyuarakan dukungan besar,
tetapi kekuatannya kecil untuk
mempengaruhi proyek

Mengupayakan kunjungan langsung
untuk menyampaikan maksud dan
tujuan kegiatan

Melakukan diskusi meminta masukan
agar terlaksananya kegiatan dengan
baik.

Melakukan persuasi untuk mendukung

perubahan. :
terlaksananya kegiatan.
e Memberikan motivasi agar tercapainya
sasaran kegiatan.
Apathetics e Menyampaikan  informasi  terkait

maksud, tujuan dan manfaat kegiatan
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Kelompok Stakeholder Strategi Komunikasi
Kelompok stakeholders yang tidak secara lugas.
memilki kepentingan dan e Mengajak dan memberikan motivasi
kekuatan terhadap proyek agar terlaksananya dan tercapainya
perubahan yang dilaksanakan. sasaran kegiatan.

3. Strategi Marketing

Target dari kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan berbasis
Digital di PPSDM Regional Bukittinggi adalah Aparatur Sipil Negara di
Lingkup Kerja PPSDM Regional Bukittinggi. Pada tahap jangka pendek ini,
ruang lingkup target peserta pada kegiatan pengembangan Komepetensi
Pemerintahan terfokus pada ASN di wilayah Sumatera Barat. Adapun
Strategi marketing sector publik yang dilaksanakan adalah Strategi Marketing
Mix yaitu suatu bentuk strategi dalam mengombinasikan berbagai macam
kegiatan marketing agar tercipta sebuah kombinasi maksimal sehingga akan
muncul hasil yang paling memuaskan yang mana dalam hal ini
menggunakan pola “4P + 1 C” atau terdiri dari Product, Place, Price, Promotion
dan Costumer.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Strategi marketing Pengembangan
Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Product (Produk)

Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini berupa:

(1) Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh Sekretaris

Daerah dan Kepala BKPSDM Kota/Kabupaten se-Sumatera Barat.
(2) Aplikasi  Learning Management System (LMS) Pengembangan
Kompetensi Pemerintahan

(3) Materi/ Bahan Tayang Pembelajaran Kompetensi Pemerintahan.
b) Place (Lokasi)

Tempat yang digunakan saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

adalah Aula Proklamasi dan Ruang Belajar pada Gedung Kantor PPSDM

Regional Bukittinggi. Bagi Narasumber yang menginap disediakan kamar

pada Asrama Mutiara Kampus PPSDM Regional Bukittinggi. Diantara
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tujuan menggunakan Gedung PPSDM Reginal Bukittinggi sebagai lokasi
pelaksaan kegiatan adalah mengenalkan lokasi kampus PPSDM serta
mempromosikan fasilitas yang dimiliki sebagai penunjang kegiatan

pelatihan di PPSDM Regional Bukittinggi.

Price (Biaya)

Biaya pelaksanaan proyek perubahan ini dibebankan pada mata anggaran
pengembangan sumber daya manusia pada PPSDM Regional Bukittinggi
tahun anggaran 2022.

Promotion (Promosi)

Promosi pelaksanaan proyek perubahan dilakukan melalui:

(1) sosialisasi secara online pada platform Facebook, Instagram, Website
dan Media Sosial.

(2) Sosialisasi melalui kunjungan langsung ke lokasi Stakeholder Ekternal
yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM Kota/
Kabupaten se Sumatera Barat.

(3) Mengirimkan Surat Undangan Kepala BPSDM Kemendagri dan Surat
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi untuk mengikuti kegiatan.

(4) Membuat Tutorial penggunaan LMS dalam bentuk Text dan Video.

(5) Memutarkan Video Highlight Kantor PPSDM Regional Bukittinggi

pada kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan.

Costumers (Pelanggan)
Costumers dalam proyek perubahan ini dalam Milestone jangka

pendek adalah Aparatur Sipil Negara se-Wilayah Sumatera Barat.
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4o ppsdmregbukittinggi @ PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi
m‘, PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi

) PPSDM

FOCUS GROUP DISCUSSION
NARASUMBER UTAMA

Ksmguﬂiﬁ'

B B o

Jumat, 11

- - #
i L ber 2022 [

BPSOM KEMENDAGRI: TINGKATKAN
KOMPETENS] PEMERINTAHAN BAGI
APARATUR PEMERINTAH DAERAH

H.ZULELFIAN, SH, MSI DR
WALIKOTA SOLOK KEPALA BPSDM

JUMAT @PPSDM REGIONAL BUKITIINGE

g *I NOVEMBER 2022
. oQv - 2
o Q Y N 15 suka
ppsdmregbukittinggi Badan Pengembangan Sumber Daya
26 suka Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri...
ppsdmregbukittinggi Focus Group Discussion Literasi selengkapnya
Pemerintahan dengan Narasumber Utama Kepa.. 16 November
selengkapnya
11 November
Gambar 2.21

Dokumentasi Promosi pada Aplikasi Instagram

Gambar 2.22
Dokumentasi Promosi pada LMS (Sikuat.layanan.go.id)
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C. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

Sebuah organisasi pembelajar menurut Dawood et al. (2015) harus
mengubah proses pembelajaran atau pelatihan pegawai menjadi aktivitas
pemecahan masalah organisasi, inovasi, dan pembelajaran. Dengan demikian
sebuah organisasi pembelajar harus menjadikan pembelajaran sebagai bagian
tidak terpisahkan dari semua aktifitas.

Agar pembelajaran dalam organisasi bisa dilaksanakan dengan baik
maka peran leader sangat menentukan. Beberapa Tindakan praktis yang
dilaksanakan oleh project leader pembelajaran anggotanya mengacu pada
Pendekatan Metodologi Pembentukan dan Pengembangan Organisasi
Pembelajar menurut Aliev dan Sigov (2017) yaitu Membangun organisasi
dengan sistem pembelajaran, transfer pengetahuan, berbagi pengetahuan,
mengakumulasi modal manusia (human capital), dan menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi upaya pembangunan berbagai elemen tersebut. Adapun
langkah-langkah yang dilakukan oleh project leader dalam membangun
organisasi pembelajar meliputi:

1. Identifikasi kondisi organisasi
Untuk mengetahui gap antara kondisi yang ideal dengan kondisi saat ini
perlu dilakukan penilaian terhadap kebutuhan pengembangan organisasi.
Sehingga dapat ditetapkan variabel yang menjadi prioritas objek
pembelajaran dalam organisasi. Dalam langkah ini, Project Leader
membuka ruang diskusi bersama seluruh Stakeholder internal di PPSDM
Regional Bukittinggi dalam sebuah forum rapat. Dalam kegiatan tersebut
dibuka pembahasan terkait kekuatan dan kelemahan organisasi kita
dalam melaksanakan proyek perubahan yang akan dilakukan. Project
Leader terbuka menerima argumen dan saran dari seluruh stakeholder yang
terlibat dan menjadikannya sebagai informasi dalam mengidentifikasi
kondisi organisasi. Informasi tersebut menjadi pertimbangan dalam
teknis pelaksanaan proyek perubahan serta menjadi rekomendasi

prospek pengembangan organisasi kedepannya.
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2. Mempelajari kemampuan dan kemauan pegawai bekerja dalam tim serta
mengidentifikasi sosionik pegawai.

Setiap stakeholder memiliki spesifikasi kemampuan dan kemauan tertentu

dalam bekerja. Dari pengalaman memimpin organisasi serta

disandingkan dengan jabatan yang melekat pada Stakeholder maka
dibentuklah tim efektif menjadi 2 kelompok Tim yaitu; 1) Tim Teknis

Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi ASN

melalui Literasi berbasis Digital dan 2) Tim Penyusun Materi

Pembelajaran Literasi Pemerintahan. Namun secara umum diluar tugas

mereka pada tim tersebut, seluruh tim diarahkan untuk saling membantu

dan berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan pada proyek perubahan.
3. Penetapan Instrumen Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

Dalam tahapan jangka pendek, diantara instrumen yang dilakukan oleh

Project Leader dalam memberdayakan organisasi pembelajar adalah

sebagai berikut:

a. Menugaskan pegawai untuk mendampingi dan melakukan
pengamatan saat kunjungan dalamrangka koordinasi dengan
Stakeholder Eksternal.

b. Menugaskan pegawai untuk mendampingi dan melakukan pengamata
kegiatan Focus Group Discussion dengan tema Arah Kompetensi
Pemerintahan.

c. Menugaskan Pegawai untuk mempelajari penggunaan Learning
Management System yang merupakan pilot project produk BPSDM
Kemendagri serta menjadi PIC dalam pelaksanaannya.

d. Menugaskan Pejabat Fungsional Widyaiswara sebagai Tim Penyusun
Materi, Narasumber dan Moderator pada kegiatan Literasi Kompetesi

Pemerintahan.
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BAB III
PENUTUP

A. Lesson Learnt

Pelaksanaan Proyek Perubahan pada jangka pendek merupakan proses

pembelajaran (Lesson Learnt) bagi penulis terkait kepemimpinan dan

manajemen strategis. Pada awal pelatihan, penulis mengalami berbagai

kesulitan dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Namun dari kesulitan

tersebut, penulis melalui proses pembelajaran yang memaksa penulis harus

mampu memecahkan masalah dan mencari solusi dari setiap kendala yang

dihadapi.

Adapun pembelajaran yang dirasa sangat mempengaruhi kepemimpinan

Project Leader selama melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II

diantaranya:

1. Keterampilan menggunakan teknologi informasi
Pergeseran paradigma pelatihan yang semula didominasi metode klasikal
ke metode blended learning menjadikan ASN harus melek teknologi,
sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kita tidak direpotkan dengan hal
yang bersifat teknis. Tidak hanya bagi penulis, dari hasil evaluasi
pemanfaatan LMS (sebagaimana terlampir dalam Laporan LMS) juga
terlihat bahwa terhambatnya pelaksanaan pengembangan kompetensi
dikarenakan kurangnya kemampuan dalam menggunakan aplikasi
pembelajaran.

2. Keterampilan komunikasi dalam berkoordinasi dengan unsur Pimpinan
instansi Pemerintah Daerah
Teknik komunikasi yang baik dapat mengantarkan hubungan koordinasi
menjadi lebih efektif sesuai dengan target dan sasaran koordinasi.
Seringkali cara komunikasi yang salah mempengaruhi kedekatan dengan
lawan bicara yang dapat berakibat fatal. Pengalaman penulis bertemu

dengan banyak pejabat pada unsur Pemerintah Daerah, menjadikan
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MAKARTI BHAKTI NAGARI

penulis harus terus meningkatkan diri mengasah keterampilan dalam
berkomunikasi agar terjalin hubungan yang harmonis.

3. Peningkatan kompetensi kepemimpinan dan manajemen Sumber daya
manusia yang efektif untuk mewujudkan terlaksananya program
kegiatan.

Merupakan hal yang mustahil dilakukan, jika proyek perubahan yang
penulis lakukan ini tidak melibatkan berbagai unsur stakeholder internal
dan eksternal. Diawali dengan membangun komitmen pelaksanaan
proyek perubahan, berbagai sumbangan pemikiran para stakeholder
mengantarkan penulis untuk menetapkan isu dan tahapan kegiatan yang
inovatif. Dan saat pelaksanaan Proyek perubahan, dengan memanfaatkan
spesialisasi masing masing stakeholder dapat mengantarkan penulis

menyelesaikan kegiatan sesuai target yang diharapkan.

B. Kesimpulan
Mengacu kepada Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 233 ; 2, selain memenuhi kompetensi manajerial, kompetensi
teknis dan sosio kultural, Aparetur Sipil Negara harus memenuhi kompetensi
pemerintahan. Proyek Perubahan “Strategi Pengembangan Kompetesi
Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Melalui Literasi Digital pada Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi” merupakan
langkah-langkah  strategis yang  dilakukan untuk mewujudkan
pengembangan kompetensi pemerintahan ideal.
Implementasi Proyek Perubahan ini melaksankan target yang telah
direncanakan pada milestone jangka pendek melalui inovasi dengan tahapan
kegiatan berupa:
1. Membangun Komitmen Proyek Perubahan;
2. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan;
3. Melaksanakan Focus Group Discussion dengan stakeholders wilayah kerja

terpilih;
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4. Menyiapkan disain pengembangan kompetensi pemerintahan melalui

Literasi berbasis digital; dan

5. Melaksanakan Literasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
berbasis digital.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pada milestone jangka

pendek antara lain:

1. Terbentuknya komitmen antara para stakeholder baik internal maupun
ekternal untuk mendukung terlaksananya pengembangan kompetensi
pemerintahan bagi para Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja PPSDM
Regional Bukittinggi Kemendagri.

2. Terbentuknya tim efektif proyek perubahan yang dibagi dalam 2
kelompok tim yaitu; 1) Tim Teknis Pelaksanaan Strategi Pengembangan
Kompetensi Pemerintahan bagi ASN melalui Literasi berbasis Digital dan
2) Tim Penyusun Materi Pembelajaran Literasi Pemerintahan

3. Terlaksananya kegiatan Focus Group Discussion yang dihadiri oleh 25 dari
42 orang narasumber yang diundang yang terdiri dari Sekretaris Daerah
dan Kepala BKPSDM di Instansi Pemerintah se-Sematera Barat.
Sedangkan yang menjadi Narasumber utama kegiatan FGD adalah
Walikota Solok dan Kepala BPSDM Kemendagri.

4. Terbuatnya konten pembelajaran yang akan diakses pada Learning
Management  System dan ditayangkan pada kegiatan Literasi
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital.

5. Terlaksananya  kegiatan  Literasi Pengembangan  Kompetensi
Pemerintahan dengan keikutsertaan peserta sebagai berikut:

a. Jumlah Peserta registrasi LMS sebanyak 1224

b. Jumlah Peserta berhasil Login LMS sebanyak 881

c. Jumlah Peserta mengikuti Literasi Kompetensi Pemerintahan secara
synchronous sebanyak 467

d. Jumlah Peserta yang berhak mendapatkan Sertifikat 383 orang.
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Peserta pelatihan secara pengetahuan menunjukkan peningkatan sebesar
7.45 poin dari skor rata-rata tes kemampuan awal sebesar 72, 55 menjadi

80 pada rata-rata Skor tes kemampuan akhir

Strategi Pengembangan Kompetesi Pemerintahan Aparatur Sipil Negara
akan terus disempurnakan pada tahapan jangka menengah dan jangka
Panjang dengan target akhir terlaksananya penyebarluasan literasi

kompetensi Pemerintahan kepada ASN Seluruh Indonesia.

C. Saran

1. Kegiatan Focus Group Discussion perlu dijadikan agenda rutin karena
berdampak positif terhadap dukungan stakeholder dalam melaksanakan
kegiatan pengembangan kompetensi bagi aparatul sipil negara.

2. Learning Management System yang digunakan perlu pengembangan lebih
lanjut agar tidak ada kendala teknis dan seharusnya memudahkan peserta
untuk melakukan rangkaian pembelajaran.

3. Perlu dilaksanakan pengembangan kapasitas bagi pemateri atau
narasumber melalui pelatihan agar kegiatan pengembangan kompetensi
pemerintahan dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar dan lebih

berkualitas.

D. Implementasi Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang guna
membentuk potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang demi
memenuhi kebutuhan aktualisasi diri agar memiliki kualitas yang lebih baik.
Selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Penulis
menyadari perlunya meningkatkan kompetensi kepemimpinan dalam
mengelola pekerjaan. Salah satu pendekatan konsep teori terkait Kompetensi
Kepemimpinan menurut

Matondang (2008), menjelaskan bahwa ada beberapa jenis kecerdasan yang

harus dipelajari oleh seorang pemimpin yaitu adalah pemimpin yang
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memiliki “Multi Intelligent”. Hal ini tercermin dari mutu kepemimpinannya
yang memiliki sikap, perilaku, tindakan serta hati nuraninya menjadi lebih
baik dan benar karena dia mampu menggunakan berbagai jenis kecerdasan
seperti:
1) Kecerdasan Intelegensi (IQ)
Kemampuan yang berhubungan dengan penalaran atau berpikir.
2) Kecerdasan Emosional (EQ)
Kemampuan untuk mengendalikan emosional.
3) Kecerdasan Ragawi (PQ)
Kemampuan untuk menjaga kesehatan diri sendiri.
4) Kecerdasan Spiritual (SQ)
Berhubungan dengan kepercayaan terhadap agama.
Dengan demikian, seorang pemimpin yang kompeten harus dapat
mengembangkan kapasitas dirinya terlebih dahulu dari berbagai aspek
pengetahuan sebelum ia menggerakkan roda organisasi yang ia pimpim.
Sebagaimana hal tersebut diatas, dalam mengembangkan potensi diri agar
dapat mencapai pribadi yang mantap dan sukses baik sebagai individu
maupun sebagai pemimpin, beberapa hal yang dilakukan oleh project leader
antara lain:
1. Mengukur Kelebihan dan Kekurangan Diri
Untuk menentukan kebutuhan pengembangn diri tentu diperlukan
identifikasi terhadap kelebihan dan kekurangan diri, dalam tahapan ini
penulis/project leader melakukan self asessment (penilaian terhadap diri
sendiri) dengan hasil identifikasi kelebihan dan kekurangan diri project
leader sebagai berikut:
a. Kelebihan Diri
1) Project Leader memiliki pengalaman pekerjaan di PPSDM Regional
Bukittinggi selama 26 tahun. Pengalaman tersebut menjadi
kekuatan tersendiri bagi Project Leader dari sisi pengetahuan

terhadap bidang pekerjaan sehingga Project Leader memahami betul
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kebutuhan dan prospek organisasi serta relasi yang sudah terjalin
dengan organisasi.

2) Project Leader merupakan individu pembelajar yang baik dan mau
beradaptasi terhadap perubahan yang ada.

3) Project Leader memiliki komitmen dalam pekerjaan sehingga
mampu memutuskan dan membuat kebijakan yang objektif.

b. Kekurangan Diri

1) Project Leader belum memiliki banyak pengalaman bekerja diluar
bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.

2) Perlunya meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan
komunikasi yang efektif dalam melakukan koordinasi dengan
unsur Pimpinan.

3) Perlunya meningkatkan kepercayaan untuk mendelegasikan

pekerjaan.

2. Menentukan Target Pengembangan Diri
Menentukan target pengembangan diri tidak terlepas dari Standar
kompetensi Manajerial. Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 38 Tahun 2017 bahwasanya
Kompetensi Manajerial terdiri atas 8 variabel yaitu :
a. Integritas
b. Kerjasama
c. Komunikasi
d. Orientasi Pada Hasil
e. Pelayanan Publik
f. Pengembangan diri dan orang lain
g. Mengelola Perubahan
h. Pengambilan Keputusan
Setelah melakukan konfirmasi kebutuhan pengembangan diri antara
identifikasi terhadap kekurangan diri melalui self assessment dengan

variabel kompetensi manajerial, maka fokus target pengembangan diri
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project leader adalah pada variabel 1) komunikasi, 2) pengembangan diri

dan orang lain, dan 3) mengelola perubahan.

3. Strategi Pengembangan Diri
Strategi pengembangan diri dari tiap variabel kompetensi yang menjadi

target pengembangan diri diuraikan pada table berikut:

Tabel 2.14 Strategi Pengembangan Diri

No | Variabel Strategi Pengembangan Diri

1. | Komunikasi e membangun komunikasi dengan baik dan
proaktif dalam berkoordinasi antar anggota tim,

e memastikan perintah yang diberikan dapat
dipahami oleh pegawai.
e menjalin hubungan yang baik dengan karyawan.

e berusaha untuk memahami kondisi psikologis
lawan bicara saat berkomunikasi .

2. | Pengembangan | e memastikan seluruh pegawai di anggota tim
Diri dan Orang dapat berkontribusi,
Lain e membuat pegawai merasa bahwa mereka

memilliki kekuatan untuk mempengaruhi
keputusan tim.

e memberikan pendampingan dan nasehat kepada
pegawai

3. | Mengelola e memberikan arahan yang jelas,

Perubahan e memberikan tugas dan tanggung jawab kepada

seluruh anggota tim,

e memberikan panduan yang jelas tentang cara
mencapai tugas,

¢ memastikan pegawai mengerjakan tugas dan
tanggung jawab tepat waktu.

4. Implementasi Strategi Pengembangan Diri

Diantara bentuk pengembangan diri yang dilakukan kedepan ialah Aktif
melaksanakan kunjungan secara langsung dalam rangka menjalin komunikasi
dan koordinasi dengan para Pejabat Sekretaris Daerah Kota atau Kabupaten di
Provinsi Sumatera Barat sebelum kegiatan Focus Group Discussion dilaksanakan.

Project Leader merasakan manfaat dari upaya tersebut terhadap kemampuan
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berkomunikasi dan menjalin relasi dengan para stakeholder eksternal.
Peningkatan yang signifikan juga dirasakan pada kepercayaan diri khususnya
menghadapi pejabat dengan strata lebih tinggi dari project leader sendiri dalam

menjalin Kerjasama dan membangun komitmen.

Pengembangan kompetensi juga dilaksanakan kepada Tim Efektif Proyek
Perubahan diantaranya dengan cara mengikut sertakan tim efektif untuk
mengikuti kegiatan FGD dan literasi kompetensi pemerintahan serta mengikuti

kunjungan kerja saat berkoordinasi,

E. Tindak Lanjut
Dengan telah dilakukannya Proyek Perubahan “Strategi Pengembangan
Kompetesi Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Melalui Literasi Digital pada
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi” tahapan
milestone jangka pendek, maka diperlukan tindak lanjut sebagai berikut:
1. Menyempurnakan Learning Management Sistem (Sikuat Layanan) pada
untuk kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan melalui

Literasi Berbasis Digital

2. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Melalui
Literasi Berbasis Digital untuk kab/kota se-wilayah kerja PPSDM
Regional Bukittinggi

3. Melakukan koordinasi dengan Pusat Standarisasi dan Sertifikasi
Kompetensi BPSDM Kemendagri dalam menindaklanjuti sertifikasi

Pengembangan Kompetensi Pemerintahan.

4. Melakukan Koordinasi dengan BPSDM Provinsi Sewilayah kerja dalam

proses pengembangan dan sertifikasi kompetensi pemerintahan.

5. Melaksanakan program pengembangan kompetensi pemerintahan

melalui literasi berbasis digital regular tahunan

6. Mengajukan Policy Brief kepada BPSDM Kemendagri terkait
penyebarluasan literasi kompetensi Pemerintahan kepada ASN Seluruh

Indonesia
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Nama Peserta

NIP

Pangkat/Golongan
Angkatan/Kelompok
Tempat / Tanggal Lahir
Pendidikan terakhir
Program Studi
Perguruan Tinggi

Instansi

Jabatan

Profil Peserta

: Sarjayadi, SS

: 197003041993061001

: Pembina Tk.I / IV.b

: Angkatan XXVIII / kelompok V
: Karanganyar / 4 Maret 1970
:5-1

: Sastra Inggris

: Universitas Negeri Surakarta
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: Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi

Kementerian Dalam Negeri

: Kepala PPSDM Regional Bukittinggi

Kemendagri
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Daftar Pustaka

LAN RI, Modul PKN II, 2021

Pramudhita, Ayoda, Inovasi Birokrasi, Kepustakaan Populer Gramedia, 2020

Solusu, Pengambilan Keputusan Stratejik, Cetakan Ketiga, Rasindo, 2000

Triwidodo, Inovasi Harga Mati, Rajawali Persada, 2019

A e

Wibowo, Manajemen Kinerja, Cetakan Ketujuh, Raga Garfindo, 2013
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241
Fax. (0752) 28240 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id
E-mail. ppsdmbukittingi2022 @gmail.com

Bukittinggi, 30 September 2022

Nomor : 005/1377.a/PPSDM — BKT Kepada
Sifat Do- Yth. (Daftar Nama Terlampir)
Lampiran : 1 (Satu) Lembar Di-
Perihal . Undangan Membangun PPSDM Regional
Komitmen Proyek Perubahan Bukittinggi
PKN

Sehubungan dengan Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang
diikuti oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Regional Bukittinggi, bahwa dalam agenda pembelajaran pelatihan
tersebut terdapat Penulisan Proyek Perubahan, maka dengan ini kami
mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari/tanggal  : Senin, 3 Oktober 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Kebangkitan Nasional PPSDM Regional
Bukittinggi

Acara : Membangun Komitmen Proyek Perubahan PKN

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,

Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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SURAT TUGAS
Nomor: 094/1389/PPSDM-BKT

Dasar : Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM
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MENUGASKAN :
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Proyek Perubahan PKN Il Kepala PPSDM Regional Bukittinggi, pada
tanggal 4 Oktober 2022 ke BKPSDM Kabupaten Dharmasraya,

2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat
laporan kepada pejabat yang memberi perintah;

3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini
dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja
PPSDM Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022

An. Kepala BPSDM Kemendagri
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,

Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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1 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon ( 0752 ) 28240
Faksimile (0752 ) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

SURAT TUGAS
Nomor: 094/1390/PPSDM-BKT

Dasar : Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM
Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022
Tanggal 17 November 2021.

MENUGASKAN:
Kepada : 1. Nama : Aryo Fernandes, S.Si
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Tk. I (lll/d)
NIP 19850112 201001 1 020
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda
2. Nama . Jerry Marantika, S.Psi
Pangkat/ Gol.Ruang . Penata Muda Tk.I (lll/b)
NIP 19890712 201503 1 003
Jabatan . Analis Pengembangan SDM Aparatur
3. Nama : Rendi Richardo
Jabatan . Pengemudi PPSDM Regional Bukittinggi
Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka membangun komitmen

Proyek Perubahan PKN Il Kepala PPSDM Regional Bukittinggi, pada
tanggal 4 Oktober 2022 ke BKPSDM Kabupaten Dharmasraya,;

2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat
laporan kepada pejabat yang memberi perintah;

3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini dibebankan
pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja PPSDM
Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di  : Bukittinggi
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,

Sarj
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Dokumentasi Membangun Komitmen Proyek Perubahan
dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
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& PPSDM
Cy Regional Bukittinggi

J

Agenda : Membangun Komitmen Proyek Perubahan
Lokasi :Ruang Kebangkitan Bangsa PPSDM Reg. Bukittinggi
Waktu :3 Oktober 2022
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